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ABSTRAK 
 
Nurfitriyanti A, B111 12 301, Analisis terhadap upaya kesiapan 
Indonesia dalam Mengambil alih Pengeloaan Flight Information 
Region (FIR) Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna Dibimbing 
oleh Juajir Sumardi  dan  Birkah Latif 
 
Flight Information Regiondi Kepulauan Riau dan Natuna dikontrol 
olehSingapura sejak tahun 1946 yang merupakan wilayah kedaulatan 
udara Indonesia.Saat ini Indonesia memiliki dua kontrol  wilayah udara 
yakni FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. Penelitian ini dilakukan 
dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak pihak 
yang dianggap memiliki kompetensi  untuk membantu penelitian ini.  
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini  adalah 1) Flight Information 
Region (FIR) Singapura di atas Wilayah udara Kepulauan Riau dan 
Natuna yaitu Pelayanan navigasi penerbangan oleh Singapura telah 
menimbulkan dampak terhadap penegakan Kedaulatan Negara di wilayah 
udara Indonesia, aspek ekonomi dan Pertahanan Negara. Indonesia 
memiliki Dasar Hukum Nasional dan Internasional untuk mengambil alih 
pelayanan navigasi penerbangan di atas wilayah Kepulauan Riau dan 
Natuna yang dikelola oleh Singapura.2) Upaya dan kesiapan Indonesia 
dalam mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan tersebut antara 
lain pembentukan tim khusus dari beberapa kementerian dan beberapa 
instansi lain yang terkait  untuk mempersiapkan langkah teknis dan 
operasional serta langkah diplomasi dalam rangka Realignment Flight 
Information Region.  
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ABSTRACT 
 
Nurfitriyanti A, B111 12 301, An analysis of effort of Indonesia's 
readiness to take  management of Flight Information Region (FIR) 
Singapore over the Riau Islands and Natuna supervised by Juajir 
Sumardi and Birkah Latif 
 
Flight Information region in Riau and Natuna Islands has been 
controlled by Singapore since 1946 which is the part of Indonesia 
Sovereignty. Even through Indonesia already has the airspace control 
(FIR) located in Jakarta and Ujung pandang. This research using a 
combine methologics which are library research and direct interview with 
the compotent stakeholders with this research. 
 
The results of research indicate that : Firstly,  The Flight Information 
Region (FIR)  that being controlled by Singapore impacting Indonesia 
Sovereignty on airspace, economic aspects and Indonesian defense. The 
condition above, in contrast with the legal standing in National and 
International law where Indonesian the holder of Riau and Natuna Islands. 
Secondly, Indonesia efforts and readiness in taking the flight navigation 
are addressed by establishing the specific team from several of 
Indonesian minister and other institutions in creating the technical and 
operational steps the other efforts is diplomacy efforts by using a 
Realignment Flight Information region. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan 
atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana 
suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan, 
dan ruang udara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-
pisahkan. 1  Ruang udara berkaitan dengan penerbangan karena ruang 
udara merupakan jalur lalu lintas dari penerbangan, sehingga antara 
ruang udara dengan penerbangan akan selalu terkait.  
Dalam dunia penerbangan dikenal adanya Flight Information Region 
(FIR) dan juga Upper Flight Information Region (UIR). FIR dan UIR 
merupakan wilayah yang penetapanya tidak berdasarkan wilayah 
teritorial, tetapi ditetapkan berdasarkan kepentingan dan pertimbangan 
keselamatan penerbangan (safety consideration). 2  Terbentuknya Flight 
Information Region (FIR) tidak dapat dilepaskan dari sejarah 
perkembangan dan masalah penerbangan karena FIR merupakan bagian 
dari peraturan penerbangan dan masalah penerbangan tidak terbatas 
pada satu negara, dalam arti bahwa dunia penerbangan akan selalu 
                                                          
1Kementrian Perhubungan Indonesia, 2015, Ruang udara 
http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98  diakses pada tanggal 7 oktober 2015, pukul 09.15 
WITA 
 
2Harry Purwanto ,” Rute Penerbangan di atas Alur Kepulauan Perspektif Indonesia”, Perspektif  
Hukum,Vol 14 No.1 Mei 2014 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.10 
 
 
2 
bersinggungan antara satu negara dengan negara lain, sehingga untuk 
tercapai keselamatan dalam penerbangan perlu adanya peraturan 
terhadap lalu lintas atau navigasi penerbangan, dan hal itu berlaku secara 
internasional.3 
Pesawat udara mulai ramai diperbincangkan pada saat Fransisco de 
Lana dan Galier mencoba mengembangkan model pesawat udara yang 
dapat terbang di atmosfer, kemudian diikuti oleh Peter de Gusman di 
Lisabon yang berhasil terbang di ruang udara dengan menggunakan 
udara yang dipanaskan, sedangkan Black berhasil terbang dengan balon 
yang di isi dengan gas pada tahun 1767 yang diikuti Cavallo 1782.4 
Dunia penerbangan semakin berkembang pesat yaitu sejak tanggal 
17 Desember 1903 tepatnya setelah Orville Wright berhasil dengan 
pesawat udara yang ia rancang bersama saudaranya Wilbur Wright 
dengan nama “Flyer 01”, selama 12 detik dengan ketinggian kurang lebih 
satu meter di atas tanah dan menempuh jarak 36 meter. Sejak kejadian 
bersejarah tersebut maka pada tahun 1910 telah dipikirkan masalah-
masalah penggunaan pesawat udara yang meliputi masalah hukum dan 
masalah teknik maupun operasional. Konferensi tersebut diadakan di 
Paris yang juga mencatat bahwa negara kolong (subjacent states) 
                                                          
3 Rizal Budi Santoso,”Penguasaan Flight Information Region di Kepulauan Riau”, 
”http://www.academia.edu/9123950/PENGUASAAN_FLIGHT_INFORMATION_REGION_FIR_OLE
H_SINGAPURA_DI_KEPULAUAN_RIAU_PROGRAM_STUDI_ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIO
NAL_FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_and_ILMU_POLITIK  diakses pada  tanggal  17 oktober 2015 
pukul  18.21 WITA 
 
4K.Martono dan Ahmad Sudiro,  2012, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik , PT Raja 
Grafindo Persada ,  Jakarta,  hlm 9. 
 
 
3 
dibenarkan untuk membentuk zona-zona udara larangan di atas wilayah 
negara yang melarang penerbangan internasional, mengakui cabotage 
dan juga menetapkan pembentukan perusahaan penerbangan 
internasional yang tergantung dari negara-negara terkait. Ketentuan-
ketentuan tentang masalah penerbangan tersebut lalu dibahas pada 
berbagai konvensi internasional tentang penerbangan, seperti Konvensi 
Paris 1919 yang sangat mempengaruhi pembentukan Konvensi Chicago 
1944. Pada tahun 1930, pertama kali dibangun menara pengendalian lalu 
lintas udara (Airport Control Tower)  yaitu di Cleveland, Amerika Serikat. 
Tower tersebut dilengkapi dengan lampu-lampu isyarat dan pesawat radio 
dua arah (two-way radio-communication) yang berguna untuk 
mengendalikan lalu lintas udara.  
Pada tahun 1935 dan 1936 diadakan suatu pertemuan antara 
pimpinan dari perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada pada saat 
itu dan dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan untuk membentuk 
En-route Centres atau pusat-pusat pelayanan penerbangan lalu lintas 
udara, antara lain di Chicago dan Cleveland. Peralatan dasar komunikasi 
yang digunakan terdiri dari sambungan telepon, stasiun-stasiun darat 
yang dibangun pada lokasi-lokasi yang mengamati dan mencatat 
waktunya, bila ada suatu pesawat udara yang terbang melintasi stasiun 
itu, maka para petugasnya akan segera melaporkannya melalui telepon 
kepada En-route Centres.5 
                                                          
5Rizal Budi Santoso, Op.Cit. 
 
 
4 
Pada Tahun 1938 pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Civil 
Aeronautics Act atau undang-undang tentang Penerbangan Sipil Tahun 
1938. Sejak ketentuan tersebut diberlakukan, maka semua petugas ATC 
harus memiliki sertifikat atau izin dari pemerintah dan selain itu juga dalam 
ketentuan tersebut semua penerbangan harus memperhatikan semua 
petunjuk yang dikeluarkan oleh petugas ATC. Kemudian pada tahun 1946 
ditemukan pertama kali peralatan radar yang digunakan dalam navigasi 
penerbangan dan merupakan salah satu faktor utama dan menjadi 
pendorong dalam penciptaan FIR di seluruh wilayah udara di dunia, selain 
itu dengan adanya peralatan radar maka tugas-tugas yang harus 
dikerjakan oleh para petugas ATC menjadi berubah secara drastis. 
Peralatan radar yang pertama digunakan untuk keperluan penerbangan 
sipil dipasang di Bandara Indianapolis,  Amerika Serikat.  
Tahun 1956 pengendalian lalu lintas udara yang memadai di seluruh 
penjuru dunia dan dibentuknya FIR yang hampir merata pada wilayah 
udara di setiap negara sebagai tempat yang dapat memberikan pelayanan 
jasa pengendalian lalu lintas bagi semua pesawat udara yang akan 
terbang melintasi berbagai wilayah udara di suatu negara. Wilayah udara 
saat ini banyak digunakan sebagai sarana transportasi pesawat udara. 
Secara geografis wilayah negara Indonesia letaknya sangat strategis, 
karena posisi Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera. 
Akibat dari kondisi geografis Indonesia yang strategis maka Indonesia 
menjadi jalur perlintasan penerbangan Internasional. 
 
 
5 
Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas namun teknologi 
yang dimiliki saat itu masih sangat terbatas. 6  Belum banyaknya 
pengalaman untuk mengatur penerbangan baik komersial maupun militer, 
sehingga pengelolaan wilayah udara Indonesia khususnya di Kepulauan 
Riau dan Natuna  diberikan kepada Singapura berdasarkan mandat dari 
organisasi penerbangan sipil internasional. Melalui Regional Air 
Navigation I (yang selanjutnya akan di sebut RAN I)7 Singapura berinisiatif 
untuk mengelola pengawasan wilayah udara yang ada di perairan Natuna 
dan Riau dengan harapan agar wilayah tersebut steril dari pelanggaran 
udara dan tidak lagi menjadi ancaman.  
Inisiatif ini disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan 
bahwa saat itu perairan Natuna dan Riau masih merupakan perairan 
internasional sehingga insiatif tersebut tidak akan menganggu kedaulatan 
Indonesia. Perairan tersebut pun dikuasai oleh FIR Singapura dengan 
ketentuan bahwa di atas ketinggian 20.000 kaki dikelola oleh Singapura, 
sedangkan di bawah 20.000 kaki dikelola oleh Malaysia. 8 Penguasaan 
Flight Information Region (FIR) oleh Singapura berlangsung sejak tahun 
1946. Hingga saat ini Singapura memegang penuh navigasi penerbangan 
di daerah Kepulauan Riau dan Natuna, sehingga pelayanan navigasi 
                                                          
6 Awal diserahkannya kontrol FIR Indonesia kepada Singapura yaitu pada saat pertemuan ICAO, 
Maret tahun 1946 di Dublin, Irlandia.   
 
7RAN merupakan singkatan dari Regional Air Navigation, suatu pertemuan internasional yang 
membahas tentang navigasi udara di kawasan. RAN I bertempat di Honolulu tahun 1946 
 
8  Kresno Buntoro,2014, Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia,  PT.Raja Grafindo Persada, 
Jakarta hlm 302 
 
 
6 
penerbangan di Kepulauan Riau dan Natuna harus seizin Singapura. 
Semua Penerbangan yang melewati FIR Singapura yang berada 
dikawasan Kepulauan Riau dan Natuna harus mendapatkan ATC 
Clerance dari pengatur lalu lintas penerbangan Singapura. Pada tahun 
1982 disepakati Konvensi Hukum Laut Internasional yang mengatur 
tentang laut yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea. Pasca 
disetujuinya Konvensi Hukum Laut 1982, perairan Natuna dan Kepulauan 
Riau yang awalnya merupakan perairan Internasional berubah menjadi 
perairan milik Indonesia. Dalam RAN II di Singapura tahun 1983, 
Indonesia mencoba untuk mengubah hasil keputusan RAN I dan meminta 
agar Singapura mengembalikan kekuasaan udara di wilayah perairan 
Natuna dan Kepulauan Riau kepada Indonesia. Namun usulan tersebut 
ditolak karena Indonesia dianggap belum mampu untuk mengelola udara 
diatas perairan tersebut baik dari segi teknologi, organisasi, hingga 
sumber daya manusia.9 
Usaha pengambilalihan FIR semakin intensif sejak Juli 1992. Langkah 
Indonesia mengambil alih pengawasan FIR di atas Pulau Natuna. Pada 
RAN III di Bangkok tahun 1993, Indonesia membuat suatu proposal 
tentang pengembangan pelayanan navigasi penerbangan di atas Perairan 
Natuna dengan membuat Working Paper No.55 tentang ‘ Kegiatan yang 
akan direncanakan untuk dilaksanakan di atas Kepulauan Natuna’ yang 
akan meninjau ulang batas FIR. Tujuan utama proposal ini adalah untuk 
                                                          
9 Ibid  
 
 
7 
meninjau ulang FIR Singapura yang berada di atas wilayah Indonesia. 
Pertemuan menyepakati bahwa ‘Working Paper No 55’ dapat diterima, 
akan tetapi hal tersebut ditolak Singapura dengan membuat counter paper 
yang menolak working paper No.55 Indonesia. ICAO selaku 
penyelenggara RAN III menyarankan agar masalah tersebut diselasaikan 
secara bilateral antara Indonesia dengan Singapura.10  
Pada tanggal 21 September 1995 ditandatangani perjanjian tentang 
pengalihan batas FIR Singapura dan FIR Indonesia (Agreement between 
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The 
Republic of Singapore on the Realigment of the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region). 
Hasil perjanjian tersebut diratifikasi pada tanggal 2 Februari 1996 melalui 
Keputusan Presiden No 7 tahun 1996. Kemudian pada tanggal 10 Mei 
1996, Indonesia dan Singapura membuat Surat Bersama (Joint of Letter) 
yang berisi tentang perubahan FIR Jakarta dan Singapura. Surat tersebut 
diajukan kepada ICAO selaku Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
namun belum dapat diterima karena masih adanya keberatan dari 
Malaysia yang belum menyetujui FIR negaranya ikut dialihkan sebagai 
dampak perjanjian dua negara tersebut karena sebelum adanya Konvensi 
Hukum Laut 1982 FIR di Perairan Natuna dikuasai oleh FIR Singapura 
                                                          
10Niat untuk mengambil alih kembali FIR diawali argumentasi antara penerbang TNI–AU dengan 
pengawas lalu lintas udara Singapura. Pada saat itu seorang jenderal ikut dalam penerbangan, 
Pemandu lalu lintas udara Singapura menanyakan siapa yang ada dalam pesawat udara, dijawab 
oleh penerbang TNI-AU bahwa di dalamnya ada VIP, tetapi jawaban tersebut tidak memuaskan 
bagi pemandu lalu lintas udara Singapura, sebaliknya penerbang TNI-AU merasa tidak enak 
karena terbang di wilayahnya sendiri (Indonesia), tetapi selalu diawasi oleh negara lain. 
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dan FIR Malaysia dengan ketentuan bahwa di atas ketinggian 20.000 kaki 
dikelola oleh Singapura, sedangkan di bawah 20.000 kaki dikelola oleh 
Malaysia. Keberatan pihak Malaysia mengacu kepada adanya perjanjian 
antara Indonesia dan Malaysia tentang “Rezim Hukum Negara Nusantara 
dan Hak-hak Malaysia di Laut Territorial dan Perairan Nusantara serta 
Ruang Udara di atas Laut Territorial Perairan Nusantara dan Wilayah 
Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia 
Barat” yang ditandatangani tanggal 25 Februari 1982.11 Kemudian setelah 
RAN III tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, pada tahun 2003 
diselenggarakan RAN IV, namun dalam RAN IV tidak ditemukan 
pembahasan dan laporan mengenai pembahasan terkait pengalihan FIR 
Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura.  
Hingga saat ini Singapura memegang penuh navigasi penerbangan di 
daerah Kepulauan Riau dan Natuna. Masalah navigasi udara ini menjadi 
sangat penting karena bukan saja bersinggungan dengan aspek ekonomi, 
tetapi lebih luas menyangkut keamanan dan kenyamanan serta martabat 
kedaulatan bangsa. 12 Pengambilalihan pengawasan Flight Information 
Region di atas Kepulauan Riau dan Natuna memerlukan dukungan 
fasilitas navigasi penerbangan yang canggih dan sumber daya manusia 
                                                          
11 Muh.Miftachun Niam, ”Flight Information Region diatas Natuna & Riau” 
https://kakniam.files.wordpress.com/2011/04/flight-information-region--diatas-kepulauan-natuna-
dan-riau.pdf diakses pada tanggal  16 oktober 2015 pukul  10.25 WITA  hlm 4. 
 
12 Eco Silalahi ,”Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura 
atas wilayah udara Indonesia terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Jurnal 
Online Fakultas Hukum Riau Volume 2  , 2015,  hlm .2. 
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yang terampil untuk dedikasi dalam pelayanan keselamatan penerbangan. 
ICAO selaku organisasi penerbangan sipil internasional bertujuan untuk 
menetapkan aturan mengenai keselamatan penerbangan tanpa 
mengesampingkan kedaulatan udara suatu negara. Seharusnya 
berdasarkan prinsip kedaulatan atas wilayah udara dan berdasarkan 
tujuan ICAO setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengatur 
ruang udara termasuk pelayanan lalu lintas udara. Namun dalam kasus 
FIR  Kepulauan Riau dan Natuna, kedaulatan Indonesia di ruang udara 
belum dapat ditegakkan karena masih adanya permasalahan terkait 
pengelolaan FIR yang menyebabkan pelayananan navigasi penerbangan 
di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna sampai saat ini masih berada 
dalam penguasaan Singapura.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka 
adapun rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kedudukan Flight Information Region (FIR) 
Singapura di atas wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna di 
tinjau dari kedaulatan negara di ruang udara? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk 
mengambil alih pengelolaan Flight Information Region (FIR) 
Singapura di atas wilayah udara kepulauan riau dan natuna ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kedudukan Flight Information Region di tinjau 
dari kedaulatan negara di ruang udara 
2. Untuk mengetahui upaya kesiapan Indonesia dalam mengelola 
Flight Information Region (FIR) di atas wilayah udara Kepulauan 
Riau dan Natuna 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan pemahaman bagi peneliti dan pembaca mengenai 
Flight Information Region di Wilayah suatu negara. Diharapkan 
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
khususnya dalam Hukum Ruang Udara. 
2. Memberikan informasi mengenai upaya kesiapan Indonesia dalam 
mengambil alih pengelolaan Flight Information Region Singapura di 
atas Kepulauan Riau dan Natuna. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Wilayah Udara 
Wilayah udara Indonesia terdiri dari wilayah atas daratan, laut 
territorial sejauh 12 mil, atas perairan kepulauan yaitu laut antar pulau 
Indonesia dan atas perairan pedalaman. Kemudian Indonesia juga 
mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu zona tambahan maksimal 24 mil laut 
yang diukur dari garis dasar laut territorial, zona ekonomi ekslusif, dan 
landas kontinen adalah wilayah udara bebas namun Indonesia dari aspek 
wilayah udara tetap berkepentingan terutama dalam aspek ekonomi. 
Adapun wilayah tersebut dengan status hukumnya adalah :13 
a. Ruang Udara di Atas Wilayah Daratan. Indonesia mempunyai 
perbatasan daratan dengan Negara Malaysia, Papua Nugini, serta 
Timor Leste. Sebagai negara kepulauan, wilayah daratan dan perairan 
serta laut territorial Indonesia merupakan satu kesatuan geografis 
dalam dimensi horizontal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan 
lainya. Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh 
terhadap ruang udara di wilayah kedaulatanya. Kedaulatan yang 
                                                          
13 Alfaris, 2014, Analisis Yuridis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Dirgantara Indonesia 
Terhadap Lalu Lintas Pesawat Udara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional, Skripsi Kekhususan 
Hukum Internasional, Makassar, hlm .10 
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penuh dan utuh terhadap ruang diatas daratan mempunyai sifat 
mutlak dan tidak mengenal pengecualian.  
b. Ruang Udara di Atas Perairan Kepulauan. Perairan Indonesia adalah 
laut yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan negara 
Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. 
Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap ruang udara di atas 
perairan kepulauan. Namun, sebagai negara kepulauan harus 
menyediakan alur laut kepulauan lintas kapal dan pesawat udara 
asing yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam Konvensi PBB 
tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). Berdasarkan 
Konvensi ini, Kedaulatan Indonesia ini mengandung pengecualian, 
yaitu terdapat rezim ruang udara di atas alur laut kepulauan yang 
memberikan hak lintas bagi pesawat udara asing (hak lintas 
damai/innocent passage). Indonesia dapat menangguhkan untuk 
sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian 
tertentu dari perairan kepulauan, apabila dianggap perlu untuk 
kepentingan keamanan dan pertahanan. 
c. Ruang udara di Atas Perairan pedalaman (Internal waters) atau 
disebut juga perairan darat (Inland waters) meliputi sungai, muara 
terusan, anak laut, danau, terus-terusan, perairan diantara gugusan 
pulau-pulau dan perairan pada sisi dalam garis dasar atau pangkal 
kepulauan. Kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lintas untuk 
melakukan lintas damai didalam perairan pedalaman wilayah 
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Indonesia. Sebagai negara kepulauan dapat melakukan penutupan 
sebagai batas perairan pedalaman di lingkungan perairan kepulauan ( 
archipelagic waters). Di dalam UNCLOS 1982 tidak secara jelas 
menentukan status ruang udara di atasnya, namun dapat dikatakan 
bahwa karena letaknya merupakan bagian dari perairan kepulauan 
yang dibatasi oleh garis lurus yang menghubungkan kedua tepinya 
diukur pada waktu air rendah, dan apabila tidak merupakan bagian 
alur laut kepulauan maka ruang udara di atas perairan pedalaman 
sama dengan perairan kepulauan. 
d. Ruang Udara di Atas Laut Territorial. Batas terluar laut territorial 
Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 mil laut ditarik dari garis dasar 
kepulauan yaitu suatu garis lurus yang menghubungkan titik-titik 
terluar dari bagian-bagian pulau-pulau terluar. Indonesia mempunyai 
kedaulatan atas laut territorial dan ruang udara di atasnya, dasar laut 
dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya. Pada laut territorial berlaku hak lintas damai bagi kapal 
asing, tetapi tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat udara asing. 
e. Ruang Udara di Atas Selat Untuk Pelayaran Internasional. Dalam 
selat yang digunakan untuk pelayaran internasional anatara satu 
bagian laut lepas dengan lainya , kapal dan pesawat udara asing 
mempunyai hak lintas transit (right of transit passage). Selat Malaka 
merupakan selat yang dipergunakan untuk pelayaran dan 
penerbangan internasional. Hak lintas transit bagi kapal dan pesawat 
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udara asing berlaku di Selat Malaka termasuk pada bagian yang 
merupakan laut territorial Indonesia. Penggunaan hak lintas transit 
secara cepat dan tidak terputus. Pesawat udara dalam transit harus : 
1. Mentaati peraturan negara yang ditetapkan International Civil 
Aviation Organization (ICAO) sepanjang berlaku bagi pesawat 
udara sipil, pesawat udara negara mematuhi ketentuan 
keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya; 
2. Setiap waktu memonitor frekuensi yang ditujukan oleh otoritas 
pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan 
secara Internasional yang tepat. 
f. Ruang Udara di Atas Laut Kepulauan. Berdasarkan UNCLOS 1982 
bahwa negara asing mempunyai hak untuk melakukan terbang lintas 
bagi pesawat udaranya di atas ruang udara alur laut kepulauan, 
sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam UNCLOS 1982. 
Ditentukan bahwa, kapal dan pesawat udara yang melintas melalui 
alur alur kepulauan tidak boleh menyamping lebih dari 25 mil laut 
kedua sisi garis sumbu, selanjutnya bahwa kapal dan pesawat udara 
tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat dengan pantai kurang 
dari 10 persen dan jarak antara 10 persen dari jarak antara titik-titik 
yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut 
tersebut. Penentuan alur laut dan apakah semua pesawat dapat 
melintas (pesawat sipil dan negara) serta bagaimana pelaksanaan 
penerbanganya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
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Konvensi ternyata menimbulkan perbedaan persepsi yang akhirnya 
dapat menimbulkan konflik antar negara, 
g. Ruang Udara di Atas Zona Tambahan dan Ruang Udara di Atas 
Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona tambahan adalah wilayah laut dengan 
lebar tidak melibihi 24 mil laut diukur dengan garis pangkal dari mana 
lebar laut territorial Indonesia diukur. Sedangkan ZEE adalah wilayah 
laut dengan lebar tidak melibihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal 
dari mana lebar laut territorial Indonesia diukur. Ruang Udara di atas 
Zona tambahan yang berada di luar laut territorial Indonesia dan di 
ZEE, bebas dipergunakan oleh pesawat udara asing dengan syarat, 
bahwa penerbangan itu tidak melanggar hak-hak negara Indonesia 
dan tetap tunduk kepada aturan ICAO. 
 
1. Batas Wilayah Udara Secara Horizontal 
Batas wilayah udara secara horizontal mengacu pada Pasal 2 
Konvensi Chicago 1944 yaitu di atas laut teritorial sampai ketinggian tidak 
terbatas sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Internasional 
(Permanent Court International Justice) serta mengingat posisi Indonesia 
di khatulistiwa dan salah satu peserta Deklarasi Bogota 1976.14 Salah satu 
pemanfaatan ruang angkasa yaitu penempatan satelit pada Geostationary 
Orbit. Geostationary Orbit adalah suatu jalur yang sangat potensial untuk 
penempatan satelit-satelit khususnya satelit komunikasi. Jalur GSO 
                                                          
14K.Martono dan Ahmad Sudiro,Op.cit., hlm 258 
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merupakan jalur potensial bagi penempatan satelit komunikasi hanya 
terdapat di atas negara-negara khatulistiwa saja seperti Columbia, Kongo, 
Equador, Kenya, Uganda, Zaire, Brazil dan Indonesia. Dari negara-negara 
khatulistiwa tersebut maka Indonesia adalah satu-satunya negara yang 
memiliki jalur GSO terpanjang di atas wilayah teritorialnya yakni 13% dari 
panjang GSO seluruhnya atau sepanjang 34.000 km.15 Lingkup yurisdiksi 
teritorial suatu negara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 adalah batas 
ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah pusat bumi, sepanjang dapat 
dieksploitasi.16 
2. Batas Wilayah Udara Secara Vertikal 
Di Indonesia wilayah udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 83 
Tahun 1958 yang tidak secara tegas mengatur kedaulatan di udara, 
namun demikian bukan berarti bahwa Undang-Undang Nomor 83 Tahun 
1958 tidak mengatur sama sekali kedaulatan di udara, karena hal itu 
dapat disimpulkan dari berbagai pasal antara lain Pasal 1 huruf (c) yang 
mengatur wilayah untuk keperluan penerbangan, Pasal 8 yang mengatur 
pengangkutan udara niaga. 17  Didalam dunia penerbangan disamping 
wilayah udara berdasarkan kedaulatan (sovereignity) juga dikenal adanya 
wilayah penerbangan untuk keperluan operasi penerbangan. Wilayah 
penerbangan di Indonesia terdiri atas Flight Information Region (FIR), 
                                                          
15Juajir Sumardi, 1996 , Hukum Angkasa (Suatu Pengantar),  Pradnya Paramita, Jakarta,hlm.104 
 
16Pramono,Agung,  2011,  Dasar dasar Hukum Udara dan Angkasa, Ghalia Indonesia, Bogor 
hlm.13 
 
17K.Martono dan Ahmad Sudiro,  loc.cit 
 
 
17 
Upper Flight Information Region (UIR), dan lain lain. Wilayah udara 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional (national 
sovereignty), sedangkan wilayah penerbangan berdasarkan pertimbangan 
keselamatan penerbangan (safety consideration) yang disepakati secara 
internasional berdasarkan keputusan Regional Air Navigation (RAN) 
Meeting di Bangkok setiap sepuluh tahun sekali, dimana Indonesia ikut 
menentukan, karena itu terkadang dapat terjadi wilayah kedaulatan udara 
tidak sejalan dengan wilayah penerbangan. Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 1992 secara tegas mengatur wilayah udara. Menurut Pasal 4  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Negara Republik Indonesia 
berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia 
berdasarkan ketentuan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia berhak 
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara 
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, keselamatan 
penerbangan dan ekonomi nasional. 18 Indonesia menetapkan kawasan 
udara terlarang untuk kepentingan pertahanan dan keselamatan 
penerbangan. Pesawat udara Indonesia maupun pesawat asing dilarang 
terbang melalui kawasan udara terlarang, terhadap pesawat udara yang 
melanggar larangan terbang tersebut dapat dipaksa untuk mendarat di 
pangkalan udara atau bandar udara di dalam wilayah Republik Indonesia. 
Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan di wilayah udara Negara 
kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan 
                                                          
18Ibid,. hlm.259 
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tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, 
perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial 
budaya, serta lingkungan udara. 
B. Kedaulatan Negara di udara 
Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak 
dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi 
pemerintahan negara adalah “capacity to enter into relations with other 
states”. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila 
dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya 
mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah.19  
Menurut Bin Cheng, Hukum internasional secara umum menegaskan 
bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas 
wilayah udara di atas wilayahnya. Kedaulatan atas wilayah udara adalah 
titik tolak untuk mengatur sebagian besar masalah hukum internasional, 
misalnya masuk dan keberangkatan pesawat, kru, penumpang dan kargo, 
dan yurisdiksi atas itu untuk tujuan peraturan atau untuk aplikasi dan 
penegakan hukum pidana umum dan peraturan khusus untuk 
perlindungan penerbangan sipil internasional.20  
                                                          
19Boer mauna, 2000.Hukum Internasional : Pengertian,Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global. PT Alumni,Bandung , hlm. 23-24 
 
20 Rudolf Bernhardt,. Encylopedia of Public International law (New York : Elsevier Science 
publishers B.V,1989 hlm 6 
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Prinsip kedaulatan di ruang udara (sovereignty in the air) yang bersifat 
mutlak dipergunakan untuk kepentingan dan kemanan negara. 
Kedaulatan di ruang udara bukan berarti kedaulatan atas dasar 
kepemilikan secara fisik, tetapi yang dimiliki adalah yurisdiksi dan kontrol 
atas pemakaian ruang udara. 
Didalam kedaulatan selalu tersimpul mengenai yurisdiksi, dengan kata 
lain masalah kedaulatan erat hubunganya dengan masalah yurisdiksi. 
Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu :21 
a. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur 
segala sesuatu yang ada atau terjadi didalam batas wilayah-
wilayahnya. 
b. Aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan 
hubungan dengan anngota masyarakat internasional maupun 
mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi diluar wilayah 
negara itu sepanjang masih ada kepentinga negara itu. 
      Sebagai Negara berdaulat, Indonesia pada prinsipnya dapat 
menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi 
kekuasaan kedalam maupun keluar, mengatur hubungan dengan 
warga negaranya mengatur public domain, membuat undang-undang 
dasar beserta peraturan pelaksanaanya, mengatur hubungan politik ke 
luar negri maupun dalam negri, termasuk warga negara asing yang 
                                                          
21 Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung , hlm.294-295 
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ada di wilayahnya, walaupun tidak memiliki kewarganegaraan 
(stateless),  mengatur wilayah darat, laut maupun udara untuk 
kepentingan keselamatan penerbangan maupun kegiatan sosial 
lainya.22 
1. Konvensi Paris 1919 
Status hukum ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan suatu 
negara berdaulat yang digunakan untuk melakukan penerbangan, mulai 
dibahas secara resmi dalam Konferensi Paris 1910 yang berlangsung dari 
10 Mei dan berakhir 29 Juni 1910. Latar belakang Konferensi Paris 1910 
adalah kenyataan banyaknya penerbangan yang berlangsung di Eropa 
tanpa memerhatikan kedaulatan negara di bawahnya (negara kolong) 
karena pada saat itu belum ada pengaturanya.  
Konvensi Paris 1919 yang berjudul Convention Relating the 
Regulation of Aerial Navigation yang ditandatangani pada 13 Oktober 
1919 tersebut terdiri atas dua bagian, masing masing naskah utama (the 
main part) dan naskah tambahan.  Naskah utama masing-masing 
mengatur kedaulatan atas wilayah udara, lintas damai (innocent passage), 
zona larangan terbang (prohibited area), pendaftaran dan kebangsaan 
pesawat udara (nationality and registration mark), sertifikat pendaftaran 
dan kebangsaan pesawat udara dan radio penerbangan, izin 
penerbangan, keberangkatan dan kedatangan pesawat udara, larangan 
                                                          
22K.Martono dan Ahmad Sudiro, Op.cit  hlm 253-254 
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pengangkutan bahan berbahaya, klasifikasi pesawat udara (aircraft 
classification), komisi navigasi penerbangan dam ketentuan penutup dan 
naskah tambahan terdiri atas delapan Annexes .23 
Prinsip Kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara di atas 
daratan maupun perairan tersebut tercantum di dalam Pasal 1 Konvensi 
Paris 1919 yang rumusanya sebagai berikut : 
“ The high contracting parties recognize that every power has complete 
and exclusive souvereignty over the air space above its territory. For the 
purpose of the present convention, the territory of a state shall be 
understood as including the national territory, both that of the mother 
country and of the colonies, and territorial waters adjacent thareto” 
Pencantuman Prinsip kedaulatan atas wilayah udara di atas daratan 
dan perairan tersebut sesuai dengan penugasan Komisi Navigasi 
Penerbangan Internasional yang diarahkan untuk memasukkan prinsip 
kedaulatan negara di atas daratan maupun perairan dan yurisdiksi di atas 
wilayah udara. 
2. Konvensi Chicago 1944 
Konvensi Chicago memiliki 4 (empat) prinsip yaitu : Prinsip kedaulatan 
di ruang udara (airspace sovereignity); Prinsip kebangsaan dari setiap 
pesawat udara (nationality of aircraft); Prinsip adanya persyaratan tertentu 
yang harus dipenuhi baik oleh pesawat udara ataupun oleh operatornya 
(condition to fulfill with respect to aircraft or by their operators); Prinsip 
kerjasama dan penyediaan fasilitas internasional (international 
                                                          
23Ibid .,hlm 27-28  
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cooperation and facilitation) . Dalam hubungan pengakuan kedaulatan di 
udara tidak terbatas pada negara anggota, melainkan juga berlaku 
terhadap negara bukan anggota Konvensi Chicago 1944. Hal ini jelas 
dengan adanya istilah every state.  Sejalan dengan diakui dan diterimanya 
Teori Kedaulatan oleh Negara-negara anggota ICAO. Ketentuan Pasal 1 
tersebut merupakan ketentuan dasar dalam pengelolaan ruang udara 
nasional suatu Negara. Konvensi Chicago 1944 merupakan konvensi 
internasional yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional, 
dimana didalamnya juga diatur tentang status ruang udara. Dalam Pasal 1 
Konvensi Chicago 1944 dinyatakan bahwa : 
“The contracting states recognize that every states has complete and 
exclusive sovereignty over the air space above its territory” 
Dengan adanya kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas ruang 
udaranya, maka negara tersebut berhak mengatur dan mengelola ruang 
udaranya bebas dari intervensi Negara lain. Dengan demikian, ruang 
udara nasional mempunyai sifat yang tertutup, hal ini mengingat ruang 
udara merupakan media gerak bagi pesawat udara untuk dapat terbang, 
sehingga sangat rawan terutama di tinjau dari sudut kepentingan 
pertahanan dan keamanan dibawahnya. Mengenai Konvensi Chicago 
1944 Ludwig Weber mengemukakan:24 
“The Chicago Convention has played a major role as the "magna 
charta" for the post-wa evelopment of international civil aviation. It has 
                                                          
24Rudolf Bernhardt,. Encylopedia of Public International law , Op.cit ,. hlm 57 
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provided a legal framework which has not impeded but favoured the 
enormous growth of the International air transport system since 1944. 
Konvensi Chicago 1944 seiring perkembangan zaman sangat penting 
dalam kaitanya dengan berbagai aspek terutama mengenai hukum, 
ekonomi dan politik, sehingga konvensi chicago merupakan “magna 
charta”  bagi hukum udara internasional. 
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang 
penerbangan merupakan salah satu bentuk respon terhadap pertumbuhan 
transportasi udara di Indonesia, karena Undang-Undang ini secara 
komprehensif mengatur beberapa aspek pengadaan pesawat udara, 
kedaulatan atas wilayah udara, keselamatan penerbangan baik nasional 
maupun internasional dan lain sebagainya. Undang-undang ini mengalami 
perubahan dari 103 pasal dalam perkembanganya menjadi 466 pasal.  
Ruang udara sebagai wilayah kedaulatan,mempunyai fungsi strategis 
sebagai aset nasional yang berharga Pasal 5 menyatakan bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah 
udara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan dalam rangka 
penyelenggaraan kedaulatan atas wilayah udara, Indonesia 
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara 
untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan 
keamanan negara, sosial budaya serta lingkungan udara. 
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Pentingnya pengaturan wilayah udara yang merupakan salah satu 
bagian dari wilayah kedaulatan negara selain wilayah darat dan perairan 
terlihat dari perkembangan hukum udara, ketentuan-ketentuan hukum 
internasional sangat mempengaruhi pembentukan materi hukum udara 
yaitu Konvensi paris 1919, Konvensi chicago 1944 tentang penerbangan 
sipil internasional wajib diterapkan oleh negara peserta, termasuk 
indonesia. Peraturan dan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan ketentuan-ketentuan 
lainya yang berkaitan dengan aktivitas penerbangan, tercakup dalam 
pengaturan hukum udara indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jendral Perhubungan Udara. Semua menjadi sumber hukum udara   yang 
dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum tentang 
penerbangan di Indonesia. 
C. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional  
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil 
Aviation Organization) adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa 
Bangsa Economic and Social Council (ECOSOC). Lembaga ini 
mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara  internasional 
serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan 
angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhanya 
terencana dan aman. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional lahir 
pada 4 april 1947 pada saat 26 negara penanda tangan meratifikasi 
Konvensi Chicago 1944. Konvensi tersebut hasil konferensi Penerbangan 
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sipil Internasional yang berlangsung di Chicago, Illnois, dari 1 November 
sampai dengan 7 Desember 1944. Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional diatur dalam bagian kedua dari Pasal 44 sampai Pasal 66 
Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago 1944 menciptakan organisasi 
yang diberi nama Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang terdiri 
atas Sidang Umum (Assembly), Badan Harian (Council), dan badan-
badan lainya yang dianggap perlu seperti Komisi Navigasi Penerbangan 
(Air Navigation Commission), Komite Hukum (Legal Commitee), Komite 
Angkutan Udara (Air Transport Committe). 25   
 ICAO didirikan pada tahun 1944 di Chicago. Organisasi ini 
merupakan badan internasional yang paling berpengaruh dalam bidang 
penerbangan internasional. Tanggung jawab yang dibebankan kepada 
ICAO berkaitan dengan penerbangan sipil internasional sebagai organsasi 
internasional terdapat dalam Konvensi Chicago 1944. ICAO berusaha 
melaksanakan peranananya sebaik mungkin dengan melaksanakan 
kegiatan berupa : 26 
a. Membuat standar penerbangan internasional, memonitor standar-
standar penerbangan yang telah ditetapkan,dan meminta kepada 
negara-negara agar mematuhi dan menerapkan standar-standar 
yang belum atau tidak dipatuhi 
                                                          
25 K.Martono dan Ahmad Sudiro, Op.cit. hlm 114 
 
26Yaddy Supriyadi , 2012, Keselamatan Penerbangan, Teori dan Problematika,  PT Telaga Ilmu 
Indonesia, Tangerang. hlm 6 
 
 
 
26 
b. Menyusun pelaksanaan yang terperinci mengenai penyitaan 
prasarana-prasana dan pelayanan-pelayanan penerbangan sipil 
Internasional. 
c. Mempersiapkan rencana perjanjian internasional dan peraturan-
peraturan yang diperlukan guna peningkatan kemajuan dunia 
internasional. 
d. Mengadakan jalur-jalur atau rute-rute penerbangan baru dalam 
lalu lintas udara udara internasional. 
e. Memperkenalkan kepada dunia internasional mengenai 
rancangan pesawat udara yang lebih ekonomis dengan tingkatan 
keselamatan yang tinggi. 
Tugas dan wewenang ICAO, berhubungan erat dengan tujuan 
didirikanya ICAO, yaitu mencakup tugas dan kewenangan sebuah 
organisasi internasional yang menangani penerbangan sipil internasional 
.Pasal 44 Konvensi Chicago 1944 memberikan rincian berkaitan hal 
tersebut, diantaranya adalah :27 
a. Menjamin keselamatan dan pertumbuhan terhadap penerbangan 
sipil internasional di seluruh dunia. 
b. Mengarahkan rancangan (design) pesawat udara untuk tujuan 
keamanan dan keselamatan penerbangan. 
                                                          
27 Ibid 
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c. Memajukan pengembangan prasarana-prasarana perusahaan 
penerbangan, Bandar-bandar udara, dan navigasi udara 
penerbangan sipil internasional. 
d. Memenuhi kebutuhan masyarakat internasional dalam hal 
keselalamatan dan kenyamanan angkutan udara yang efisien dan 
ekonomis. 
e. Mencegah pemborosan ekonomi yang disebabkan oleh 
persaingan tidak wajar. 
f. Menjamin hak-hak negara peserta dan bahwa negara-negara 
tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk 
mengoperasikan jalur-jalur penerbangan sipil internasional. 
g. Menghapus diskriminasi diantara negara-negara peserta. 
h. Mendukung jaminan keselamatan penerbangan dalam navigasi 
penerbangan udara internasional. 
ICAO juga telah mengeluarkan berupa produk hukum yang termaktub 
dalam tiga konvensi internasional dan satu Protokol yang berkenaan 
dengan kejahatan terhadap penerbangan sipil yaitu, Konvensi Tokyo 1963 
Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, serta Protokol 
Montreal 1988. Peran ICAO dalam Pembuatan, pembagian dan 
penetapan suatu negara untuk menjadi negara pengelola FIR dilakukan 
dalam suatu pertemuan yang bernama Regional Air Navigation Meeting 
(RAN Meeting). Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh ICAO setiap 
sepuluh tahun sekali. Pada regional Asia dan Pasific (ASPAC) 
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diselenggarakan oleh perwakilan ICAO yang berada di Bangkok. Selain 
RAN Meeting yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali ada juga 
pertemuan rutin setiap sepuluh tahun sekali yang disebut  Air Navigation 
Planning an Implementing Regional Group . 
D. Flight Information Region 
Uraian mengenai kedaulatan wilayah di udara, tidak lepas dari 
pengaturan ruang udara (air space) di atas wilayah teritorial yang disebut 
Flight Information Region (FIR) Berdasarkan hukum internasional 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 Konvensi Chicago 1944, 
Pasal 28, Konvensi Chicago 1944 dan Pasal 2.1.1. Annex 11 Konvensi 
Chicago 1944, Rekomendasi dalam Annex 11 tersebut , Pasal 2 UNCLOS 
yang telah diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik 
Indonesia No 17 Tahun 1985 dan Pasal 3 UNCLOS, pelayanan FIR di 
atas kedaulatan suatu negara dapat didelegasikan kepada negara 
anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional lainya. Dalam Pasal 
262 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur pelayanan ruang udara 
ada yang didelegasikan oleh negara lain atau Organisasi Penerbangan 
Sipil Internasional dan sebaliknya ruang udara di atas wilayah Indonesia 
juga didelegasikan ke negara lain berdasarkan perjanjian.28 
 
 
                                                          
28K.Martono dan Ahmad Sudiro,Op.cit.,hlm 266-267 
 
 
29 
1. Terbentuknya Flight Information Region (FIR) 
Terbentuknya FIR didasarkan kepada Konvensi Chicago 1944 
khususnya dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services. Dalam bagian 
umum ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap Negara anggota ICAO 
wajib menentukan bagian-bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian 
pelayanan lalu lintas udara untuk kepentingan keselamatan.29 
Proses pembuatan Annex 11 sebagai cikal bakal pembentukan FIR 
diawali pada Oktober 1945 dengan diselenggarakannya pertemuan oleh 
the Rules Of the Air and Air Traffic Control Division (RAC) . Pertemuan ini 
mempunyai maksud untuk membuat suatu pengaturan yang berupa 
rekomendasi standar, praktek dan prosedur pelaksanaan dalam 
pengoperasian Air Traffic Control. Pengaturan tersebut kemudian ditinjau 
dan dipelajari oleh Air Navigation Committee, pada tanggal 25 Februari 
1946 mendapat persetujuan dari Council. Selanjutnya pada bulan 
Desember 1946 sampai dengan Januari 1947, RAC divisi mengadakan 
pertemuan yang kedua guna melakukan peninjauan ulang dan tahapan 
penyempurnaan terhadap suatu pengaturan International Standards and 
Recommended Practice. Terakhir, pada bulan April 1948 diadakan 
pertemuan yang ketiga oleh RAC divisi guna memantapkan pengaturan 
tersebut yang kemudian dituangkan dalam draft Annex yang selanjutnya 
disebar ke berbagai Negara. Draft Annex tersebut telah diadopsi oleh 
                                                          
29Rizal budi Santoso.,Op.cit hlm 11 
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Council pada tanggal 18 Mei 1950 dan berlaku efektif pada tanggal 1 
Oktober 1950. Sebelumnya, pada tahun 1948 telah diadakan suatu 
pertemuan dari Negara-negara anggota ICAO untuk membicarakan 
pembentukan tentang FIR. Pada saat itu dibahas tentang FIR yang 
dibentuk menjadi Sembilan wilayah penerbangan, termasuk satu 
diantaranya adalah FIR Natuna yang menjadi satu bagian dari Flight 
Information Region Over the South China Sea Oceanic Airspace atau 
Singapore Flight Information Region.30 
Pembentukan FIR merupakan salah satu perwujudan dari pelayanan 
navigasi penerbangan atau pelayanan lalu lintas udara yang telah 
dibentuk secara baku dan berskala internasional sebagaimana diatur 
dalam Annex 11 dari Konvensi Chicago1944 tentang Air Traffic Service 
(ATS). Selanjutnya dalam Air Traffic Services (ATS) berisikan tentang       
“ A generic term meaning variously flight information services, alerting 
services, air traffic advisory, air traffic control service (area control service, 
approach control service or aerodome control service).”  Terbentuknya FIR 
didasarkan kepada Konvensi Chicago 1944 khususnya dalam Annex 11 
tentang Air Traffic Service (ATS). Dalam bagian umum ketentuan ini 
menjelaskan bahwa setiap negara anggota-anggota ICAO wajib 
menentukan bagian-bagian dari wilayah udaranya tempat pemberian 
pelayanan lalu lintas udara untuk kepentingan keselamatan.  Pelayanan 
yang diberikan ATS berupa Flight Information Service dimana termasuk 
                                                          
30Ibid 
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didalamnya pemberian masukan dan informasi yang berguna dalam 
pelaksanaan penerbangan. 
Ruang lingkup dari pemberian masukan dan informasi tersebut yaitu 
mengenai informasi yang memiliki hubungan dengan prosedur 
penerbangan. Pemberian informasi itu dapat berupa : 31 
1. Informasi yang dikeluarkan oleh badan metereologi atau kantor 
prakiraan cuaca mengenai berbagai kemungkinan yang akan 
terjadi tentang kondisi cuaca mengenai berbagai kemungkinan 
yang akan terjadi tentang kondisi cuaca (panas,hujan,berawan); 
2. Informasi mengenai aktifitas dari sebuah gunung berapi atau asap 
yang berasal dari sebuah gunung berapi; 
3. Informasi mengenai unsur-unsur udara apakah mengandung bahan 
radio aktif atau bahan kimia yang dapat menimbulkan racun, serta 
informasi lainya 
 
2. Pengaturan Flight Information Region  (FIR) 
Flight Information Region (FIR) merupakan suatu ruang udara yang 
ditetapkan dimensinya dengan suatu pembagian wilayah udara yang 
bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan 
yang di tetapkan oleh Negara-negara yang tergabung dalam ICAO 
dimana didalamnya diberikan pelayanan lalu lintas atau navigasi 
penerbangan. Navigasi penerbangan adalah setiap kegiatan pemanduan 
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terhadap pesawat terbang dan helikopter selama beroperasi yang 
dilengkapi dengan fasilitas navigasi penerbangan di dalam ruang udara 
yang di kuasai oleh negara Indonesia untuk digunakan sebagai kegiatan 
operasi penerbangan dalam bentuk tatanan ruang udara nasional.  
Maksud dari ruang udara yang dilayani menurut ketentuan ada dua 
kategori, yakni: ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya 
(FIR) menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan ruang udara 
yang dilayani berdasarkan perjanjian antar negara yang berbatasan yang 
ditetapkan oleh ICAO.32 
Selanjutnya Konvensi Chicago 1944 pada Annex 11 tentang Air Traffic 
Service Article 2.5.2.1 menyatakan bahwa “Flight Information Regions. 
Those portions of the airspace where it is determined that flight 
information services and alerting service will be provided shall be 
designated as flight information regions”. Pada wilayah ruang udara 
tertentu yang didalamnya diberikan pelayanan informasi penerbangan 
(flight information services) dan pelayanan kesiagaan (alerting service) 
yang dirancang sebagai flight information region. Pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan tanggal 5 Februari 2001 penjelasan Pasal 63 ayat (1) 
memberikan pemahaman tentang FIR yang dimaksud dengan ruang 
udara untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangan adalah ruang 
udara yang di dalamnya diberikan pelayanan navigasi penerbangan 
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kepada pesawat udara (Flight Information Region/FIR dan Upper 
Information Region). Konvensi Chicago 1944 Pasal 44 menetapkan 
tentang maksud dan tujuan ICAO mengenai navigasi udara internasional. 
Konvensi Chicago 1944 telah menghasilkan berbagai Annex yakni 
sebanyak 18 Annex yang merupakan standar dan rekomendasi yang 
telah disetujui oleh Majelis. Annex 2 tentang Rules Of The Air dan Annex 
11 tentang Air Traffic Services. Berikut tinjauan tentang dasar hukum FIR 
yaitu : 
a. Konvensi Chicago 1994 pada Preamble 3. Unsur-unsur penting yang 
diatur dalam ketentuan ini yang harus diperhatikan dalam 
penerbangan sipil internasional, adalah sebagai berikut : 
1) Segi operasional yang berlaku bagi setiap penerbangan, bahwa 
penerbangan sipil harus mempertimbangkan aspek-aspek 
keselamatan penerbangan dan keteraturan (safe and orderly). 
2) Dasar-dasar dalam memberikan kesempatan yang sama (equality 
of opportunity) terhadap pelaksanaan jasa penerbangan 
internasional. 
3) Pengoperasian jasa penerbangan internasional harus didasarkan 
dengan prinsip pengoperasian yang baik dan ekonomis. 
b. Konvensi Chicago 1944 pasal 28. Pasal ini menjelaskan bahwa, 
setiap negara menyediakan Bandar udara, pelayanan radio, 
pelayanan meteorologi dan fasilitas navigasi udara untuk dapat 
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melayani pelaksanaan navigasi udara intersional. Salah satu 
fasilitas navigasi udara tersebut adalah tersedianya rute udara.  
c. Konvensi Chicago 1944 Pasal 37. Pasal ini menjelaskan bahwa 
setiap negara melaksanakan kerjasama untuk mencapai tingkat 
tertinggi dari ketentuan-ketentuan, standar, prosedur yang ada 
hubungannya dengan pesawat, personel, dan lain sebagainya yang 
akan memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan navigasi udara 
secara seragam di setiap negara, termasuk di  dalamnya rules of 
the air and air traffic control practice.  
d. Konvensi Chicago 1944 Pasal 68. Pasal ini menjelaskan bahwa, 
setiap negara sesuai dengan Konvensi dapat menentukan; 
pertama, suatu rute udara di atas wilayah teritorialnya yang harus 
diikuti oleh setiap Navigasi Internasional dan kedua, Bandar udara 
yang dapat menggunakan Navigasi Internasional. 
e. Annex 2, Rules of the Air. Beberapa hal yang dapat menjadi 
landasan yuridis yaitu: bagian 2.1.1. Bagian ini menegaskan bahwa 
ketentuan mengenai hukum udara harus tetap berlaku bagi setiap 
pesawat dimanapun mereka terbang dan tidak boleh ada konflik 
dengan ketentuan dari Negara lain seperti tersebut dalam bagian 
2.1.1. Bagian 3 menegaskan bahwa sebelum penerbangan 
informasi mengenai maksud penerbangannya harus diinformasikan 
ke unit pengaturan lalu lintas udara dalam bentuk Flight Plan atau 
rencana penerbangan, seperti tersebut dalam bagian 3. 
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f. Annex 11, Air Traffic Services. Prinsip-prinsip yang diatur 
didalamnya yang berhubungan dengan rute udara dan pelayanan 
udara lintas udara adalah sebagai berikut : 
1) Dalam ketentuan ini dijelaskan tujuan dari Air Traffic Services atau 
pelayanan lalu lintas udara yaitu : mencegah tabrakan antar 
pesawat, mencegah tabrakan antara pesawat di area pergerakan 
dengan benda lain di darat, memperlancar dan mempertahankan 
keteraturan arus lalu lintas udara, memberikan saran dan informasi 
yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi dari penerbangan 
dan memberikan saran dan informasi yang berguna untuk 
keselamatan dan efisiensi dari penerbangan dan bila suatu 
pesawat membutuhkan pencarian dan pertolongan dan dibantu 
badan Search and Rescue (SAR). Dalam ketentuan bagian 2.1.1 
diatur tentang pendelegasian FIR yaitu : Setiap negara wajib 
menentukan bagian-bagian dari ruang udara dan wilayah 
aerodrome-nya untuk diberikan pelayanan lalu lintas udara sesuai 
yang dimaksud oleh Annex dan sesuai dengan wilayah territorial 
dimana Negara tersebut mempunyai yuridiksi. Pembagian ini harus 
diketahui oleh semua Negara dan sesuai dengan Annex. Suatu 
negara dapat mendelegasikan kepada Negara lain tanggung 
jawabnya tersebut dengan perjanjian bilateral seperti di Flight 
Information Region (FIR). Namun pendelegasian ini bukan 
pendelegasian kedaulatan. Negara penerima hanya bertanggung 
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jawab terbatas pada pertimbangan teknikal dan operasional. 
Demikian juga, negara penerima tidak akan memodifikasi fasilitas 
dan pelayanan tanpa konsultasi dari Negara pemberi. Negara 
pemberi dan penerima dapat merumuskan perjanjian tersebut 
setiap saat. (Paragraf 2.1) 
2) Penentuan rute penerbangan harus berdasarkan “perjanjian navigasi 
udara secara regional” menunjuk kepada persetujuan yang telah 
disetujui oleh dewan ICAO, umumnya saran dari Regional Air 
Navigation Meeting. 
3) Pengoperasian dari pelayanan pengaturan lalu lintas udara 
mempunyai kewajiban : 
a. Harus memberikan instruksi pada setiap pesawat yang ada di 
udara, tentang informasi terakhir pergerakan pesawat. 
b. Menentukan berdasarkan informasi yang diterima, posisi 
relative dari pesawat yang diketahuinya kepada pesawat lain. 
c. Memberikan izin dan informasi untuk tujuan menghindari 
tabrakan antara pesawat di bawah pengaturannya dan 
memperlancar serta mempertahankan keteraturan arus dari lalu 
lintas udara. 
d. Mengkoordinasikan izin-izin yang diberikan (Clearances) 
sesegera mungkin dengan unit yang lain. 
4) Secara khusus mengenai penetapan rute-rute udara dijelaskan di 
Appendice 1 tentang Principles Governing the identification of RNP 
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(Required Navigation Performances) Types and The Identification of 
ATS Route Other Than Standard Governing The Establishmend and 
Identification Principles Point; dan Appendix 3 tentang Principles 
Governing The Identification of Standar Deparature and Arrival Routes 
and Associated Procedure 
 
3. Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan pada Flight 
Information Region (FIR ) Indonesia kepada Singapura 
Sesuai saran ICAO agar diadakan pembicaraan bilateral antara 
pemerintah Indonesia dan Singapura untuk membicarakan perihal 
kehendak Indonesia untuk meninjau kembali batas FIR sekaligus 
pengambilalihan pelayanan navigasi yang selama ini dikelola oleh FIR 
Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna.  
Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas udara dan 
pengamanan atas pesawat-pesawat udara merupakan aspek sangat 
penting dalam pengaturan hukum yang dibuat oleh negara-negara. 
Demikianlah untuk memperkuat ketentuan ketentuan yang terdapat dalam 
konvensi, negara negara sering membuat kesepakatan-kesepakatan 
bilateral atau regional dibidang pengawasan ataupun keamanan. 33 
Berdasarkan annex 11 Konvensi Chicago 1944 Indonesia dapat 
mendelegasikan pengawasan lalu lintas udara kepada negara lain. 
                                                          
33Alma Manuputty, Abdul Rasal Rauf, Hamid Awaluddin, Inneke Lihawa,  Maskun,  S.M. Noor, 
2008. Hukum Internasional , Rech-ta ,Bogor, hlm.99 
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Pendelegasian pengaturan lalu lintas suatu wilayah udara kepada negara 
lain dilakukan sesuai prinsip dasar pengaturan penerbangan internasional 
yang mengedepankan faktor keselamatan penerbangan.  
Pada tanggal 21 September 1995 ditandatangani perjanjian tentang 
pengalihan batas FIR Singapura dan FIR Indonesia (Agreement between 
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The 
Republic of Singapore on the Realigment of the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region) 
di Singapura. Beberapa hal pokok yang terdapat dalam perjanjian yang 
ditandatangani pada tahun 1995 dan diperkuat oleh Keputusan Presiden 
No 07/1996 tentang Pengesahan Agreement between the Government Of 
the Republic of Singapore on the Realignment f the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
adalah : 34 
a. Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan 
navigasi penerbangan di wilayah sektor A kepada Singapura dari 
permukaan laut sampai ketinggian 37.000 feet. 
b. Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan 
navigasi penerbangan wilayah sektor B kepada Singapura dari 
pemukaan laut sampai dengan ketinggian tak terhingga (unlimited 
height). 
                                                          
34  Amrizal Mansur ,“Flight Information Region : Impilikasi Penguasaan Air Traffic Control oleh 
Singapura di Kepulauan Riau” (Jurnal Universitas Pertahanan Indonesia), hlm .63 
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c. Sektor C tidak termasuk di dalam perjanjian. 
d. Atas nama Indonesia, Singapura memungut jasa pelayanan 
navigasi penerbangan atau Rans Charges di wilayah udara 
yuridiksi Indonesia pada Sektor A, selanjutnya diserahkan ke 
pemerintah Indonesia, sedangkan Sektor B dan C tanpa Rans 
Charges karena masih merupakan permasalahan Indonesia dan 
pemerintah Malaysia. 
Sebagai negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
sejak 27 April 1950, Indonesia mempunyai kewajiban Internasional untuk 
melayani semua penerbangan nasional maupun Internasional yang 
dilakukan diatas wilayah Indonesia. Dari aspek ekonomi, ruang udara 
jelas merupakan sumber salah satu sumber pendapatan negara selain 
minyak dan gas bumi, karena setiap penerbangan di atas wilayah 
Indonesia dikenakan pungutan, walau pungutan itu harus dikembalikan 
lagi untuk penyediaan fasilitas kembali. Di samping itu, wilayah udara 
dapat digunakan sebagai sarana tawar menawar dalam perjanjian 
internasional (bargainning power).35 
 
 
 
 
                                                          
35K.Martono dan Ahmad Sudiro,Op.cit., hlm 269 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis akan melakukan penelitian kepustakaan dan akan melakukan 
penelitian diberbagai tempat yang menyediakan literatur-literatur yang 
diperlukan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, serta tempat-tempat lain yang berhubungan dengan 
penelitian penulis. Penulis mengkaji makalah-makalah,  jurnal, dan 
sumber lainya yang diakses dengan internet tentu saja berasal dari 
sumber yang terpercaya. Selain penelitian kepustakaan Penulis juga  
melakukan penelitian di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Cabang Jakarta Gedung 611 
Tower Bandara Soekarno-Hatta serta di Bagian Hukum Sekretariat 
Direktorat Jenderal Perhubungan udara untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, 
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konvensi-konvensi internasional karya ilmiah, laporan hasil 
penelitian, maupun sumber lainya yang berkaitan dengan masalah 
dan tujuan penelitian. 
C. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1.   Penelitian lapangan (field research), yaitu penulis melakukan 
wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab di 
instansi yang berkaitan dengan tulisan ini. 
2. Penelitian pustaka (library research), yaitu penulis mencari 
sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu mencari, 
menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data 
sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan maupun 
penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang berhubungan dengan penilitian ini untuk 
menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara 
menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 
kesimpulan yang bersifat deskripsi. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
C. Kedudukan Flight Information Region (FIR) Singapura di atas 
Wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna di tinjau dari 
Kedaulatan negara di Ruang udara 
 
Sejak 1946  Singapura menguasai pengelolaan wilayah udara di atas 
Kepulauan Riau dan Natuna. Indonesia pada masa awal kemerdekaan 
belum mampu mengendalikan pengaturan lalu lintas udara dan terkait 
kondisi teknologi dalam negeri kurang mendukung pada saat itu, sehingga 
kontrol wilayah udara disekitar natuna diberikan kepada Singapura 
berdasarkan mandat dari organisasi penerbangan sipil internasional 
melalui Regional Air Navigation I.    
Setelah berlakunya  Konvensi Hukum Laut Internasional (United 
Nations Conventions on Law Of The Sea)  Indonesia diakui sebagai 
Negara kepulauan sehingga Natuna dan Riau termasuk wilayah teritorial 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kedaulatan diruang udara Indonesia 
sebagai Negara kepulauan ditegaskan Pasal 49 ayat 2 Konvensi Hukum 
Laut Internasional tahun 1982 yang diratifikasi  dengan Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention 
on the Law of The Sea. Pasal tersebut mengatur mengenai status hukum 
perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah dibawahnya. Indonesia 
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merupakan negara kepulauan, sehingga kedaulatan Indonesia meliputi 
ruang udara diatas perairan kepulauan. Indonesia sebagai negara 
kepulauan diharuskan membuat alur laut kepulauan dan rute 
penerbangan di atasnya untuk keperluan lintas kapal dan pesawat udara 
asing. Pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia didasarkan 
pada ketentuan hukum nasional dan internasional. 
Gambar 4.1 Sektor A, B dan C dalam Perjanjian FIR Indonesia dengan 
Singapura 
 
(Flight Information Region: Implikasi Penguasaan Air Traffic Control 
Kepada Singapura di Kepulauan Riau. Amrizal Mansur, 2010: 63) 
 FIR Singapura mengatur wilayah meliputi Kepulauan Riau dan Natuna 
Wilayah udara ini dibagi dalam penggolongan zona yaitu :36 
a) Zona A ,sekitar Batam dan sebagian Provinsi Riau dikelola oleh 
Singapura  
b) Zona B sekitar perairan perbatasan di Laut Natuna dikelola oleh 
Singapura 
                                                          
36 May Lim Charity, Permasalahan Kedaulatan Wilayah Ruang Udara  di Indonesia The Problem of 
Indonesian Air Space Sovereignity), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 11 No 1 Maret  2014 hlm 67 
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c) Zona C, sekitar perairan Laut Natuna hingga perairan Belitung dan 
perairan Kalimantan Barat masih diperdebatkan antara Indonesia, 
Singapura dan Malaysia 
 
Berdasarkan pada persetujuan antara pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Singapura tentang Penataan Kembali batas Penerbangan  
yaitu FIR Singapura dan FIR Jakarta pada tanggal 21 September 1995 
Tentang Agreement between the Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of The Republic of Singapore on the Realigment of 
the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the 
Jakarta Information Region). Hasil perjanjian tersebut diratifikasi pada 
tanggal 2 Februari 1996 melalui Keputusan Presiden No 7 tahun 1996.  
Adapun implikasi yang ditimbulkan dari pengelolaan FIR oleh Singapura 
yaitu : 
1. Persoalan  Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Indonesia   
Keberadaan FIR Singapura dalam pelaksanaanya telah banyak 
menimbulkan kendala, baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun 
pelaksanaan operasi penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang 
dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh Komando Pertahanan Udara 
Nasional (Kohadunas) melalui satuan yang berada di bawah jajajaranya 
yakni Komando Sektor I (KOSEK I) dan juga TNI AL yang melaksanakan 
Operasi maritim karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air 
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Traffic Cintrol Singapura (ATC) Singapura. 37  Wilayah udara Indonesia 
masuk dalam FIR Singapura pendelegasian ini tidak termasuk 
pendelegasian terhadap kedaulatan negara. Hal ini didasarkan atas Pasal 
1 Konvensi Chicago 1944  
“The high contracting State recognize that over power has complate 
and exclusive over the airspace above its territory” 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa ruang udara di wilayah suatu 
negara tetap merupakan wilayah kedaulatan udara pada negara tersebut 
dan bukan sebagai wilayah bebas untuk dilalui oleh penerbangan 
internasional. Oleh karena itu, kewenangan penegakan hukum atas 
wilayah Indonesia yang masuk dalam FIR Singapura, apabila terjadi 
pelanggaran kedaulatan, tetap mengikuti jurisdiksi negara Indonesia. 
Setiap pesawat udara asing baik pesawat udara negara maupun 
pesawat sipil yang akan melintas maupun mendarat di wilayah Indonesia 
harus memiliki  Izin terbang. Izin terbang (flight clearance) Pesawat udara 
Asing tidak berjadwal adalah izin melintas dan/atau mendarat di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi pesawat udara asing tidak 
berjadwal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
Ketentuan umum Pasal 1 Perjanjian kerjasama antara Kementerian Luar 
Negeri Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia Tentang Izin terbang ( Flight Clearance) 
Pesawat udara asing tidak berjadwal Nomor 04 tahun 2011. Flight 
                                                          
37 Chappy  Hakim, 2012,  Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?, Red & White, Jakarta  hlm 189 
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Clearance tersebut  mencakup diplomatic clearance38security clearance 39 
dan flight approval.40 Hal ini sebagai upaya pengawasan dan pengamanan 
terhadap semua pesawat udara asing dan merupakan langkah antisipasi 
terhadap ancaman pelanggaran wilayah udara. Ruang udara nasional 
mempunyai sifat yang tertutup mengingat ruang udara yang merupakan 
media gerak bagi pesawat terbang sangat penting terutama dari sudut 
pertahanan dan keamanan negara dibawahnya. 
Selain itu Kontrol terhadap ruang udara nasional yang dikuasai oleh 
FIR Singapura sering digunakan untuk latihan militer pesawat tempur 
Singapura walaupun Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defense 
Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia dengan Singapura sudah 
dihentikan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003, Satuan Radar 213 
Tanjung Pinang dan Satuan Radar 212 Natuna sering menangkap 
pergerakan pesawat asing, khususnya pesawat militer Singapura yang 
melakukan black flight di wilayah yang dikenal dengan Military Training 
Area 1 (MTA 1) dan Military Area 2 (MTA 2) Tentu saja, hal ini merupakan 
                                                          
38 Suatu bentuk izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
bagi pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas dan/atau mendarat di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan mempeertimbangkan kebijakan 
politik luar negeri Republik Indonesia  
 
39 Suatu bentuk izin tertulis yang dikeluarkan oleh markas besar Tentara Nasional Indonesia bagi 
pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas dan/atau mendarat di wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor 
keamanan 
 
40  Persetujuan terbang adalah suatu bentuk Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia bagi pesawat udara sipil asing tidak berjadwal untuk melintas/dan 
atau mendarat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dalam 
rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut 
(traffic right) dan/atau penggunan pesawat udara   
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tindakan pelanggaran terhadap wilayah udara nasional. 41 MTA 1 
membentang dari barat daya Singapura hingga Tanjung Pinang dan utara 
Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sementara MTA 2 membentang mulai 
timur Singapura sampai kepulauan Natuna. 42   
Masa berlaku MTA I dan MTA 2  telah berakhir dan Pemerintah 
Indonesia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian 
antara Indonesia dan Singapura tentang Agreement between the 
Goverment of the Republic of Indonesia and the Government of the 
Republic Singapore on Military Training Area 1 dan 2 (MTA) yang 
ditandatangani pada tanggal 21 September 1995 dan berakhir pada tahun 
2001.Enam tahun kemudian, April 2007 Indonesia dan Singapura kembali 
membuat kesepakatan yang diberi nama Perjanjian Kerja Sama 
Pertahanan atau DCA (Defense Cooperation Agreement). DCA mengatur 
lebih banyak hal dibanding MTA, Sampai saat ini Defense Cooperation 
Agreement  belum diratifikasi oleh Indonesia.  
 
 
 
                                                          
41 Chappy Hakim , op.cit  hlm 190-191 
 
 42CNN Indonesia Sengkarut Area Militer Singapura di Langit Indonesia  
m.cnnindonesia.com/nasional/20151004172628-20-82700/sengkarut-area-militer-singapura-di-
langit-indonesia/ diakses pada tanggal 12 maret 2016 pukul 12.00 WITA 
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Gambar 4.2  Area latihan militer Singapura 
       berdasarkan Defense Cooperation Agreement 
 
                      (Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?.Chappy Hakim, 2012 : 191) 
Civil Authority Singapura menetapkan Danger Area pada MTA 1 dan 
MTA 2 serta  daerah FIR yang berada di atas territori Indonesia sebagai 
area latihan militer yang menjadikan daerah tersebut menjadi zona 
terlarang (probihited area) secara sepihak tanpa persetujuan dengan 
Indonesia. Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan 
dijelaskan bahwa kewenangan dari setiap negara berdaulat untuk 
mengatur penggunaan wilayah udaranya dalam rangka keselamatan 
masyarakat, keselamatan penerbangan, perekonomian nasional, 
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan udara 
terlarang (probihited area) adalah kawasan udara dengan pembatasan 
yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. 
Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia.  
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Beberapa negara mengakui keharusan bahwa seluruh pesawat militer 
yang melaksanakan penerbangan di ruang udara internasional yang 
dikendalikan suatu FIR harus mematuhi prosedur yang telah ditentukan 
dalam FIR. Dengan adanya pengaturan suatu wilayah udara oleh negara 
lain, pesawat militer yang melaksanakan kegiatan penerbangan harus 
melaporkan ke badan pelayanan lalu lintas udara negara yang 
mengelolanya. Jika kondisi ini dikaitkan dengan strategi militer maka 
akan menjadi sangat merugikan karena seharusnya pergerakan militer 
itu mengandung unsur kesiapsiagaan, kerahasiaan, dan pendadakan.43 
Dalam pasal 5 perjanjian penataan FIR Singapura ditentukan bahwa 
apabila Pemerintah Indonesia bermaksud melaksanakan kegiatan 
misalnya operasi pertolongan dan latihan militer yang akan 
mempengaruhi para pengguna ruang udara yang telah didelegasikan ke 
Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia 
akan memberitahukan kepada Badan Penerbangan Sipil Singapura atas 
kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan ICAO.  
Selanjutnya Badan Penerbangan Sipil Singapura akan 
memberitahukan kepada seluruh penerbangan sipil internasional 
mengenai kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan ICAO. Dengan 
demikian, atas ruang udara tersebut Pemerintah Indonesia tidak 
mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. Indonesia tidak bebas 
menggunakan ruang udara untuk kepentingan militernya.  Kedaulatan 
                                                          
43 Harry Purwanto ,” Rute Penerbangan di atas Alur Kepulauan Perspektif Indonesia”, (Perspektif  
Hukum,Vol 14 No.1 Mei 2014 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta) , hlm 15 
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Indonesia atas ruang udaranya yang utuh dan penuh, dikaitkan dengan 
ruang udara yang telah didelegasikan pengendalianya kepada Singapura 
telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 5 perjanjian tersebut.  
2. Kerugian dari segi Ekonomi 
Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang 
penerbangan menyebutkan bahwa penerbangan oleh pesawat asing yang 
rute penerbangannya melewati wilayah udara Nasional Indonesia harus 
mendapat izin dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah mempunyai 
kewenangan dan tanggung jawab untuk membangun strategi pertahanan 
dan meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaakan ruang 
udara. Penjelasan Pasal tersebut disebutkan juga bahwa wilayah udara 
yang berupa ruang udara di atas perairan dan daratan Republik Indonesia 
merupakan kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan sebesar 
besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2000 
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 
pada Departemen Perhubungan dibuat untuk mengoptimalkan 
penerimaan negara dalam menunjang pembangunan negara untuk 
kesejahteraan rakyat. Rute penerbangan yang dilewati oleh pesawat 
udara sesuai dengan Rans Charges, berkewajiban membayar 
penggunaan media udara untuk navigasi udara sesuai dengan jarak yang 
ditempuh oleh sebuah pesawat. Hal ini sudah berlaku umum dalam dunia 
penerbangan dan pelayanan jasa terkait Bandar udara dikenakan tarif 
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yang berlaku pada masing-masing Negara. 44  Perjanjian Penyelarasan 
Ulang Garis Batas tahun 1995 yang menjadi dasar hukum  pendelegasian 
Pasal 6 mengatur bahwa Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah 
Indonesia akan memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan atau 
Route Air navigation Service (RANS) Charges atas penerbangan sipil di 
wilayah udara yang didelegasikan kepada Singapura, khususnya pada 
sektor A yang merupakan salah satu jalur transportasi paling sibuk di 
dunia. RANS Charges tersebut masuk dalam Penerimaaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP).  
RANS Charge ini termasuk dalam PNBP Kementerian Perhubungan 
berdasarkan pendelegasian tersebut dengan dasar Minute Of Discussion 
antara Indonesia dan Singapura tahun 1999 sejak april 1999 Pemerintah  
Singapura melalui  Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) memungut 
jasa penerbangan dari sektor A. 45  Mengenai Rans charges, Bahwa 
perjanjian antara Indonesia dengan Singapura pada Tahun 1995, 
mendasari pendelegasian wewenang pengaturan ruang udara kedaulatan 
Indonesia pada sektor A, B, dan C kepada Singapura. Hal penting yang 
perlu diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian tersebut belum efektif 
berlaku karena belum disahkan oleh ICAO. Upaya pendelegasian tersebut 
tetap dilanjutkan dalam bentuk Minutes of Discussion (MoD) antara 
                                                          
44  Amrizal Mansur “Flight Information Region : Impilikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh 
Singapura di Kepulauan Riau”  
 
45 Agus Pramono “Kedaulatan wilayah udara : sudahkah kita menegakkanya? (Telaah kasus FIR 
Kepulauan Riau dan Natuna)  eprints.undip.ac.id/46737 diakses pada tanggal  diakses pada 
tanggal 12 Maret 2016, pukul 21.00 WITA 
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Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan 
Indonesia dan Civil Aviation Authority of Singapura (CAAS) sebagai 
pemegang otoritas penerbangan sipil pemerintah Singapura.  Hal tersebut  
dilakukan semata-mata untuk memperoleh penerimaan setoran RANS 
Charge dari sektor A melalui CAAS.  
Perjanjian dalam bentuk MoD tersebut sangat lemah karena selain 
belum disahkan melalui Undang-Undang atau Keputusan 
Presiden/Peraturan presiden, juga tidak mengatur aspek akuntabilitas 
berupa pelaporan verifikasi, serta refiew secara berkala.46 
3.Kelemahan Aspek Pertahanan Udara 
Karakteristik keunggulan kekuatan udara seperti berupa kecepatan, 
penyusupan dan pendadakan seringkali dijadikan sebagai teori dasar 
untuk menghancurkan centre of gravity musuh. Sehingga dalam 
pertempuran udara, Strategi penggunaan kekuatan udara akan selalu 
terkait dengan pencapaian keunggulan di udara. Karakteristik kekuatan 
udara seperti berupa resiko penguasaan ATC adalah sangat besar karena 
ancaman yang dihadapi ada didepan mata. Hal ini semakin bertambah 
karena berbatasan dengan negara tetangga  yang mempunyai 
kemampuan militer yang cukup baik.47 Sehingga Flight Information Region 
                                                          
46 Indonesia Aviation Aerospace Watch “Akankah kita biarkan kondisi yang terjadi di ruang tamu” 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara nyata-nyata telah mengancam 
Sovereignty, Security dan Dignity Indonesia ?“. http://iaaw.co.id/berita-
terbaru/sovereigntysecurity-dan-dignity-indonesia diakses pada tanggal 12 Maret 2016, pukul 
22.00 WITA 
 
47 Amrizal Mansur,  Loc.cit  hlm 64  
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yang saat ini masih dikontrol oleh Singapura berpengaruh terhadap 
pertahanan dan keamanan di ruang udara Indonesia. 
Adapun Dasar Hukum Pengambilalihan Flight Information Region oleh 
Indonesia 
Dasar Hukum Nasional 
Pasal 262  
1.Ruang udara yang dilayani sebagimana dimaksud dalam Pasal 261 
ayat (4) huruf a meliputi : 
 
a. Wilayah udara Republik Indonesia selain wilayah udara yang 
pelayanan navigasi penerbanganya didelegasikan kepada negara 
lain berdasarkan perjanjian 
b. Ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbanganya 
didelegasikan kepada Republik Indonesia; dan 
c. Ruang udara yang pelayanan neavigasi penerbanganya 
didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
kepada Republik Indonesia 
2.Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Pasal 458  
Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi 
penerbanganya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan 
perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga 
penyelenggara pelayanan  navigasi penerbangan paling lambat 
15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku 
Dasar Hukum Internasional  
1.Konvensi Chicago 1944 
Article 28   
Each Contracting State undartakes, so far as may find practible to : 
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a. Provide, in its territory, airports, radio services, meteorogical 
services and other air navigation facilities to facilitate international 
air navigation, in accordance with the standards and practices 
recommended or established from time to time, pursuant to this 
convention; 
b. Adopt and put into operation the appropriate standard systems of 
communications procedure, codes, markings, signals, lighting and 
other operational practice and rules which may be recommended or 
established from time to time, pursuant to this Convention; 
c. Collaborate in International measures to secure the publication or 
aeronautical maps and charts in accordance with standards which 
may be recommended or established from time to time, pursuant to 
this Convention. 
Pasal 28 menjelaskan bahwa, setiap negara menyediakan Bandar 
udara, pelayanan radio, pelayanan meteorologi dan fasilitas navigasi 
udara untuk dapat melayani pelaksanaan navigasi udara intersional. Salah 
satu fasilitas navigasi udara tersebut adalah tersedianya rute udara. 
Annex 11 Konvensi Chicago 1944 tentang  Air Traffic Services 
2.1.1 Contracting States shall determine, in accordance with the 
provisions of this Annex and for the territories over which they have 
jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where 
air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such 
services to be established and provided in accordance with the provisions 
of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to 
another State the responsibility for establishing and providing air traffic 
services in flight information regions, control areas or control zones 
extending over the territories of the former.   
Chapter 2 General 2.1.1 tentang Establishment of authority 
menegaskan bahwa negara-negara peserta dapat menetapkan suatu 
ruang udara tertentu di dalam wilayah udaranya untuk keperluan 
pemberian Air Traffic Services (ATS)  dimana layanan tersebut diatur dan 
diberikan berdasarkan ketentuan Annex 11, kecuali jika dengan adanya 
suatu perjanjian suatu negara dapat mendelegasikan tanggung jawab 
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terhadap pelayanan Air traffic Services di dalam FIR, control area atau 
control zone di wilayahnya.  
Note : If one State delegates to another State the responsibility for the 
provision of air traffic services over its territory, it does so without 
derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State’s 
responsibility is limited to technical and operational considerations and 
does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of 
aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in 
providing air traffic services within the territory of the delegating State will 
do so in accordance with the requirements of the latter which is expected 
to establish such facilities and services for the use of the providing State 
as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the 
delegating State would not withdraw or modify such facilities and services 
without prior consultation with the providing State. Both the delegating and 
providing States may terminate the agreement between them at any time. 
Dalam ketentuan bagian 2.1.1 diatur tentang pendelegasian FIR yaitu :  
Setiap negara wajib menentukan bagian-bagian dari ruang udara dan 
wilayah aerodrome-nya untuk diberikan pelayanan lalu lintas udara sesuai 
yang dimaksud oleh Annex dan sesuai dengan wilayah territorial dimana 
negara tersebut mempunyai yuridiksi. Pembagian ini harus diketahui oleh 
semua negara dan sesuai dengan Annex. Suatu negara dapat 
mendelegasikan kepada Negara lain tanggung jawabnya tersebut dengan 
perjanjian bilateral seperti di Flight Information Region (FIR). Namun 
pendelegasian ini bukan pendelegasian kedaulatan. Negara penerima 
hanya bertanggung jawab terbatas pada pertimbangan teknik dan 
operasional.  
 
2.Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) 
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Article 2  
(1)The sovereignty of coastal State extends, beyond its land territory 
and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its 
archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the 
territorial sea 
(2) The territory over the territorial sea is exercise subject to this 
Convention and to other rules of international law 
Article 3  
 
(1) Every State has the right to establish the breadth of its territories 
sea up to a limit notexceeding 12 nautical mile, measures from 
baselines determined in accordance with this Convention 
(2)  The outer limit of the territorial sea is the line every point of 
which is at a distance from the breadth of the territorial sea. 
 
D. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengambil alih 
pengelolaan Flight Information Region (FIR) Singapura di atas 
wilayah udara Kepulauan riau dan natuna 
 
Berdasarkan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang 
penerbangan bahwa pelayanan navigasi di wilayah udara Indonesia akan 
dikelola secara mandiri paling lambat 15 tahun sejak adanya Undang-
Undang tersebut. Upaya yang dilakukan untuk pengambil alihan FIR di 
wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yaitu : 48 
                                                          
48 Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan udara Kemenhub 
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1. Membentuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi 
Penerbangan (LPPNPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
77 tahun 2012.  
2. Rancangan Peraturan Menteri . Penjelasan mengenai Pelayanan 
navigasi penerbangan terdapat dalam Bab XII dari Pasal  261 
sampai dengan Pasal 307. Berdasarkan Pasal 261 , Menteri dalam 
hal ini menteri Perhubungan menetapkan tatanan navigasi 
penerbangan. Tatanan navigasi penerbangan nasional  yang 
dimaksud ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan menteri yang membidangi urusan di bidang 
pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia  
3. Pembentukan Tim khusus dari beberapa kementerian yaitu 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian 
Sekretariat Negara  
4. Indonesia juga mengupayakan untuk masuk dalam Dewan 
Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada tahun 2016 .  
Konvensi Chicago  1944  sebagai landasan utama untuk mengambil 
alih Flight Information Region (FIR) diatas Kepulauan Riau dan Natuna 
dari Singapura. Landasan tersebut terdapat pada bab 1 yang menjelaskan 
bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang 
udara yang ada diatas wilayahnya. 
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Adapun Persiapan yang dilakukan yaitu :  
1. Persiapan Teknis dan Operasional  
Secara teknis dan operasional, Indonesia telah menyiapkan perangkat 
keras yang diperlukan untuk melayani FIR di atas Natuna seperti PSR dan 
SSR Tanjung Pinang, PSR (long range Pontianak), SSR Natuna, ER-VHF 
air ground and VSAT to transport data from all facilities (Tanjung Pinang, 
Batam, Natuna), which will included flight plan data, Radar and 
telecommunication. Setelah menyiapkan perangkat tersebut Direktorat 
Jenderal Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal  Perhubungan 
Udara, berturut-turut melakukan pembahasan dengan Pemerintah 
Singapura pada Desember 1993 dan berakhir pada Februari 1994. 
Berdasarkan kesepakatan pada tingkat teknis dan operasional, FIR di atas 
Pulau Natuna masih dilayani Singapura, terutama zona A sejauh radius 
100  mil pada ketinggian 20.000 feet, sedangkan Indonesia memperoleh 
kompensasi yang dibayarkan kepada salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN).49  
Usaha pemerintah Indonesia dalam rangka penyediaan fasilitas 
dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Tiga radar yang berada 
di wilayah Natuna, Pontianak dan Tanjung Pinang berhasil diintegrasikan 
ke dalam Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC). Ketiga radar berjenis 
Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) Mode-S. Upaya 
mengintegrasikan ketiga radar tersebut untuk meningkatkan kemampuan 
                                                          
49 K.Martono dan Ahmad Sudiro op.Cit hlm 271-272 
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(surveillance) dalam pelayanan navigasi penerbangan indonesia. 
Pengintegrasian ketiga radar itu dilakukan sebagai pengganti radar lama. 
Semua pesawat terbang yang melintas di wilayah barat dapat terpantau 
oleh JATSC yang menjadi pusat kontrol lalu lintas penerbangan di wilayah 
barat Indonesia. JATSC saat ini teriintegrasi 14 radar , 9 ADSB , MATSC 
terintegrasi 17 radar dan 21 ADSB Australia (sharing data).50 
Gambar 4.3 Jakarta Flight Information Region 
 
 
Saat ini Indonesia memiliki dua wilayah kontrol udara (Flight 
Information Region) yang terbagi di wilayah barat dan timur. Pertama FIR 
Jakarta yang didukung fasilitas radar meliputi wilayah Banda Aceh, Medan 
Kualanamu, Medan Padang Bulan, Pekanbaru, Palembang, Tanjung 
Pinang ,Pontianak , Jakarta I, Jakarta II, Natuna, Yogyakarta dan 
                                                          
50Direktorat Jenderal Perhubungan Udara http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2402 diakses 
pada tanggal 12 Maret 2016, pukul 20.32 WITA 
 
Jakarta ATS Center Gedung 611 Air Traffic Services  Bandara Soekarno-Hatta 
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Semarang. Jumlah radar yang dimiliki di wilayah barat sebanyak 16 unit 
radar. Sedangkan Flight Information Region Ujung Pandang sebagai 
pusat kontrol di wilayah timur yang didukung fasilitas radar meliputi 
wilayah Makassar, Kendari, Palu, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, 
Surabaya, Bali, Ambon, Sentani, Sorong Biak, Merauke Waingapu, 
Yogyakarta, Semarang dan Kupang. Jumlah radar yang dimiliki di wilayah 
timur sebanyak 23 unit radar.  
Pembentukan Flight Information Region  berdasarkan Konvensi 
Chicago 1944.  Dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services menjelaskan 
bahwa setiap Negara anggota ICAO wajib menentukan bagian-bagian dari 
wilayah udaranya tempat pemberian pelayanan lalu lintas udara untuk 
kepentingan keselamatan penerbangan. Di Indonesia Perum Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau AirNav 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan PP No 77 tahun 2012 untuk 
melakukan pelayanan navigasi penerbangan. 51  Perum Lembaga 
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan menyelenggarakan dan 
memberikan pelayanan navigasi sesuai standar prosedur operasi, 
mengadakan dan mengoperasikan serta memelihara keandalan fasilitas 
dan personil yang memiliki sertifikat dan lisensi juga mengawasi dan 
mengendalikan kualitas pelayanan . 
 
                                                          
51 Dari hasil wawancara di  Jakarta Air Traffic Services Center (JATSC) Bandara Soekarno Hatta 
Tangerang  11 Februari 2016 
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Kedaulatan udara yang sedemikian luas dan topografi yang berbentuk 
kepulauan, Indonesia membagi manajemen pengelolaan ruang udara 
(FIR) menjadi dua bagian. Pertama pengeloaan yang  berada di Ujung 
Pandang (FIR Ujung Pandang) dan bertugas untuk mengendalikan FIR 
yang ada di bagian timur Indonesia,  kedua berada di Jakarta (FIR 
Jakarta) dan bertugas untuk mengendalikan FIR yang ada di bagian barat 
Indonesia. Pada awalnya pembagian wilayah udara Indonesia menjadi 4 
FIR yaitu Jakarta, Bali, Ujung Pandang, Biak dan telah menjadi 2 FIR yaitu 
FIR Jakarta dan FIR  Ujung Pandang, Perubahan FIR untuk meningkatkan 
efisiensi dan menjamin keselamatan penerbangan. 
Gambar  4.4 Pembagian Dua FIR 
 
 
 
 
Director General of Civil Aviation Indonesia Implementation of Altimeter Setting within 
Jakarta FIR and Ujung Pandang FIR 2011 attachment 
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Total luas FIR yaitu 2.219.629 km2 Luas Wilayah 1.476.049 Km2 
dengan Jumlah Lalu lintas Penerbangan 9887 Movement/hari.52 Sesuai 
roadmap AirNav Indonesia siap mendukung pemerintah mengambil alih 
sektor ABC. Area Sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura , 
Sektor C mencakup bagian utara dan Sektor B sekitar Laut Cina Selatan. 
Kelompok atau Forum Perencana Pengembangan Penerbangan 
Indonesia merancang perumusan grand design master plan penerbangan 
nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung aspek 
pertahanan dan keamanan negara.53 Indonesia perlu menyusun program 
jangka panjang FIATS (Future Indonesian Air Traffic Services) hingga 
tahun 2030 karena ICAO telah membuat dokumen tentang “Outlook for Air 
Transport to the Year 2030” dimana didalamnya diungkapkan prediksi 
peningkatan arus pesawat dan penumpang serta kargo di berbagai 
kawasan dunia hingga tahun  2040.54   
Sebagai industri yang masuk dalam kategori socio-technical system di  
mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi dan akurasi yang tinggi, 
Dunia penerbangan dilibatkan dengan perangkat keras yang mutakhir dan 
perangkat lunak yang semakin ketat.  
                                                          
52 http://www.airnavindonesia.co.id/id/page/about/type/airspace 
 
56AirNav Indonesia “AirNav Indonesia Inisiasi Pembentukan KP3I”, 
http://www.airnavindonesia.co.id/id/page/newsDetail/477?title=AirNav+Indonesia+Insiasi+Pembent
ukan+KP3I  diakses pada tanggal 12 Maret 2016, pukul 20.28 WITA 
 
54  Yaddy Supriyadi, 2015, Keselamatan Penerbangan Problematika lalu lintas udara. FORDIK 
BPSDMP, Jakarta hlm 17 
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Kebijakan global dan regional program regional dan global CNS/ATM55 
yang akan berfungsi tunggal pada tahun 2015 melibatkan sarana 
komunikasi, navigasi dan pemantauan berlandaskan satelit harus menjadi 
program jangka pendek dan jangka panjang setiap negara peserta 
Konvensi Chicago 1944. 
2. Langkah Diplomasi 
Langkah dilakukan melalui berbagai kegiatan diplomasi, seperti 
diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Singapura, diplomasi bilateral 
Indonesia dengan Malaysia dan diplomasi multilateral melalui forum 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).  Keberhasilan strategi 
diplomasi Indonesia saat ini ini masih belum mencapai keputusan final. 
Hasil akhir baru akan diketahui pada tahun 2023 ketika pertemuan 
Regional kawasan Asia Pasifik. Jika melihat perkembangan hingga sejauh 
ini, strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sudah relatif baik. 
Adapun beberapa upaya yang dilakukan dengan Singapura, Malaysia dan 
ICAO yaitu :  
a. Indonesia dan Singapura 
Upaya Indonesia terkait pembahasan FIR dimulai sejak adanya 
pembicaraan bilateral di Jakarta 1994 dan tahun 1995 di Singapura. 56 
Berbagai Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian 
yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 
                                                          
55 Communication, Navigation, Survaillance/Air Traffic Management 
 
56 Chappy Hakim (Langit Garuda dalam Cengkraman Singa, Batam Pos,Liputan Khusus, 18 Maret 
2012)  
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Singapura pada 21 September 1995. Pada tahun 2009 pertemuan di Bali 
kembali membahas mengenai Flight Information Region. Kemudian 
pemerintah Singapura dan Indonesia melalui Kementerian terkait dari 
masing-masing menggelar pembahasan di Bali pada Januari 2012.  
Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti pengkajian Letter of 
Agreeement antara Indonesia dan Singapura tentang pengelolaan ruang 
udara di atas kepuluaan Natuna dan juga menindaklanjuti kesepakatan 
batasan terluar wilayah sektor B disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang “Daftar 
koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia” setelah 
itu harus didaftarkan ke PBB setelah tidak ada keberatan dari negara-
negara yang berbatasan.57 
b. Indonesia dan Malaysia 
Pengambilalihan FIR di atas pulau Natuna juga ada hubunganya 
dengan negara Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Rezim Hukum Negara 
Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Territorial dan Perairan 
                                                          
57 Radityo Fikri morteza Rangkuman Seminar Nasional  “Pelayanan penerbangan/Flight information 
region (FIR) di ruang udara wilayah negara berdaulat (Pembicara : Ir. Santoso Eddy Wibowo Aspek 
Kebijakan Pemerintah tentang pelayanan navigasi penerbangan/Flight Information Region). 
https://radityofikrimorteza.wordpress.com/2015/03/17 diakses pada tanggal 12 Maret 2016, pukul 
21.33 WITA 
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Nusantara dan Ruang Udara di atas Laut territorial Perairan Indonesia dan 
Wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur 
pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara Malaysia diberi hak 
untuk melakukan penerbangan dari Malaysia bagian barat ke Malaysia 
bagian timur di atas laut teritorial Indonesia. Usaha pemerintah untuk terus 
menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Malaysia pendekatan 
formal terus dilakukan mulai dari pertemuan di Bogor pada 25-28 Agustus 
1997, pertemuan di Kuala Lumpur pada 21-23 Oktober 1997. Dilanjutkan 
pada tanggal 23 Desember 1998 dan awal Maret 2000.  
 
c. International Civil Aviation Organization (ICAO) 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
Kementerian Perhubungan mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) Periode 2016-2019. 
ICAO merupakan badan dibawah naungan PBB yang fokus utama 
kegiatanya adalah bidang penerbangan sipil dengan 191 negara-negara 
anggota. Dari seluruh anggota ICAO tersebut, Hanya 36 negara yang 
diperbolehkan ikut serta dalam komisi-komisi teknis untuk membahas 
regulasi baru yang akan dikeluarkan ICAO. Pemilihan keanggotaan 
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negara-negara tersebut dilakukan  melalui mekanisme pemilhan pada 
Sidang Umum setiap tiga tahun sekali.58  
Dalam rangka realignment Flight Information Region maka Indonesia 
harus mempersiapkan working paper yaitu proposal pengajuan 
realignment kepada ICAO dalam sidang Asia Pasific Air Navigation 
Plannings and Implementation Regional Group.  
Negara anggota ICAO harus menentukan bagian-bagian dari airspace 
dan aerodromenya sesuai dengan ketentuan Annex 11 pada ICAO 
Convention. Suatu negara harus mengatur pelayanan lalu lintas udara 
tersebut atau mendelegasikan tanggung jawab terhadap pelayanan Air 
Traffic Services (ATS) di dalam FIR, control area atau control zone di 
wilayahnya. Batas FIR tidak harus sama dengan batas administrasi di 
dalam suatu wilayah negara atau tidak harus sama dengan wilayah 
territorial suatu negara. Indonesia mendapat delegasi untuk mengawasi 
FIR di wilayah Kepulauan Christmas dari Australia, Timor Timur juga 
termasuk FIR Indonesia dan Brunei Darussalam termasuk FIR Kinabalu, 
Malaysia. Beberapa wilayah seperti wilayah tak bertuan atau yang berada 
di atas lautan sesuai ketetapan ICAO diberikan pelayanan sesuai dengan 
kesepakatan di dalam Regional Air Navigation (RAN).59  
                                                          
58 Antara news  Indonesia calonkan diri jadi anggota icao 2016-2019 
http://m.antaranews.com/berita/527894/indonesia-calonkan-jadi-anggota-dewan-icao-2016-2019 
diakses pada tanggal 12 maret 2016 pukul 11.52 WITA 
 
59 Harun al-Rasyid Lubis “ Pemanfaatan ruang dirgantara secara nasional guna menjamin kemanan 
ruang udara nasional dalam rangka tegaknya Kedaulatan dan Keutuhan NKRI”   
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Pasal 28 menjelaskan bahwa, setiap negara menyediakan Bandar 
udara, pelayanan radio, pelayanan meteorologi dan fasilitas navigasi 
udara untuk dapat melayani pelaksanaan navigasi udara internasional. 
Salah satu fasilitas navigasi udara tersebut adalah tersedianya rute udara. 
Annex 11 mengenai  Air Traffic Services, Prinsip-prinsip yang diatur 
didalamnya yang berhubungan dengan rute udara dan pelayanan udara 
lintas udara. 
Selain itu, Indonesia telah mengadopsi aturan, standar dan 
rekomendasi praktik yang dikeluarkan ICAO untuk diterapkan pada 
peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau Civil Aviation Safety 
Regulations (CASR) berdasarkan surat keputusan atau ketetapan atau 
peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas 
nama Menteri Perhubungan. Peraturan, standar dan praktik ICAO meliputi 
keselamatan dan keamanan berhubngan dengan pesawat dan 
pemeliharaan, operasi penerbangan, personel dan bandar udara. 
Indonesia dapat mendelegasikan pemanduan lalu lintas udara kepada 
Singapura sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 262 ayat (1)  
huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pendelegasian tersebut 
tidak mengurangi kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini 
apabila Indonesia telah mampu maka pengelolaan pelayanan lalu lintas 
udara  tersebut dapat diambil kembali oleh Indonesia. Apabila suatu 
negara belum mampu untuk mengontrol ruang udaranya seperti yang 
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pernah dialami oleh Vietnam di awal kemerdekaannya maka FIR pada 
wilayah udaranya diambil alih oleh Thailand. Saat ini Vietnam sudah 
mengambil alih pelayanan lalu lintas udara yang semula didelegasikan 
kepada Thailand yang kemudian diperoleh kembali melalui Regional Air 
Navigation (RAN) Meeting di Bangkok 60  
Annex 11 menentukan bahwa pendelegasian ruang udara kepada 
negara lain tidak menyebabkan terganggunya kedaulatan negara yang 
mendelegasikan. Dalam pendelegasian tersebut dibutuhkan sebuah nota 
kesepakatan antara kedua belah pihak yang berisi persyaratan–
persyaratan tentang pelayanan yang mencakup fasilitas dan tingkat 
pelayanan yang akan diberikan. 61  Persoalan kedaulatan seharusnya 
dikaitkan dengan suatu analisa tentang mata rantai yang terdiri dari 
aspek-aspek politik, ekonomi dan hukum udara.62  
Sesuai ketentuan annex 11,  pendelegasian kontrol wilayah udara  
tidak boleh mengurangi kedaulatan negara yang memberikan delegasi 
yaitu Indonesia, akan tetapi dalam prakteknya pendelegasian tersebut 
sangat berpengaruh dalam hal penegakan kedaulatan. Pendelegasian 
pengaturan wilayah udara suatu negara kepada negara lain sudah 
diantisipasi dan diatur dalam ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago 1944. 
                                                          
60 Agus Pramono “Kedaulatan wilayah udara : sudahkah kita menegakkanya? (Telaah kasus FIR 
Kepulauan Riau dan Natuna) eprints.undip.ac.id/46737 diakses pada tanggal 12 Maret 2016, 
pukul 21.00 WITA  
61 Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Udara.2005.Cetak Biru Transportasi Udara 
(Konsep Akhir) 2005-2024  
 
62 Priyatna Abdurrasyid, 2003, Kedaulatan di Ruang Udara , PT Fikahati Aneska , Jakarta, hlm xxv 
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Ketentuan yang tercantum dalam Annex 11 bahwa kedua negara yang 
telah mengadakan perjanjian pendelegasian pelayanan lalu lintas udara 
sewaktu-waktu dapat menghentikan kesepakatan tersebut. Dari ketentuan 
ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ICAO memandang masalah FIR 
sebagai permasalahan teknis pelayanan lalu lintas udara yang terlepas 
dari aspek kedaulatan, politik, ekonomi dan pertahanan negara, sehingga 
para pihak yang dapat menghentikan perjanjian kapanpun juga. 
Ruang udara Indonesia banyak digunakan oleh penerbangan lalu 
lintas internasional  sehingga Indonesia harus mampu memberikan 
pelayanan yang baik pada setiap penerbangan Ruang udara dalam 
pelayanan yang dilakukan juga memberikan pendapatan non-migas bagi 
Indonesia yaitu berupa Air Route Charges.  Penataan wilayah udara suatu 
negara harus sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Penetapan 
tersebut harus dipublikasikan keseluruh dunia.  
Semakin meningkatnya jumlah pesawat dengan sistem operasional 
yang baru juga diikuti dengan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang 
keselamatan penerbangan. Adanya tanggung jawab keselamatan 
penerbangan, di antaranya terkait informasi penerbangan dan alert  
service karena itu, seiring dengan usaha menegakkan kembali kedaulatan 
udara, Indonesia juga menyiapkan Sumber daya manusia, infrastruktur 
navigasi, dan penguatan diplomasi.  
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Berdasarkan pemaparan diatas Indonesia telah siap secara teknis dan 
operasional. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia adalah 
melakukan diplomasi. Pelayanan ruang udara di atas wilayah udara 
Republik Indonesia yang didelegasikan Indonesia kepada negara lain 
berdasarkan perjanjian, khususnya Flight Information Region (FIR) di atas 
Kepulauan Riau dan Natuna dalam kurun waktu 15 tahun terhitung sejak 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 berlaku harus sudah dikembalikan 
kepada Indonesia. Apabila memperhatikan jangka waktu pembahasan 
untuk menentukan FIR yang berlangsung setiap 10 tahun di kantor 
perwakilan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di Bangkok oleh 
negara-negara Asia Pasifik, maka untuk mengambil alih FIR tersebut baru 
dapat dilakukan dalam tahun 2023 yang akan datang, karena itu 
pemerintah harus bekerja keras untuk memenuhi ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009. Upaya pengambilalihan pengelolaan Flight 
Information Region yang dikelola oleh Singapura sampai saat ini 
memerlukan persiapan  dengan proses, dana, sumber daya manusia, 
peralatan dan pelayanan yang sesuai dengan standar keselamatan 
penerbangan yang diterapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  
1. Pelayanan navigasi penerbangan oleh Singapura di atas wilayah 
udara Kepulauan Riau dan Natuna  telah menimbulkan dampak 
terhadap penegakan kedaulatan negara di wilayah udara Indonesia, 
aspek ekonomi dan pertahanan negara. Indonesia mempunyai dasar 
hukum nasional maupun internasional berhubungan dengan 
pengambilalihan Flight information Region  di atas Kepulauan Riau 
dan Natuna yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
penerbangan, Konvensi Chicago 1944, Pasal 28, Konvensi Chicago 
1944 dan bagian 2.1.1. Annex 11 Konvensi Chicago 1944, Pasal 2 
UNCLOS, Pasal 3 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 1985 
2. Saat ini Indonesia memiliki dua wilayah kontrol ruang udara. Pertama 
pengeloaan yang  berada di Ujung Pandang (FIR Ujung Pandang)  
untuk mengendalikan FIR yang ada di bagian timur Indonesia,  kedua 
berada di Jakarta (FIR Jakarta)  untuk mengendalikan FIR yang ada di 
bagian barat Indonesia. Pembagian FIR ini bertujuan agar 
pengawasan udara dapat berjalan lebih optimal sehingga Layanan 
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Informasi Penerbangan Flight Information Services dapat diberikan 
secara maksimal.  Pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia merupakan salah satu upaya 
pemerintah  dalam rangka Realignment Flight Information Region di 
atas wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna selain itu 
pembentukan Tim khusus terdiri dari beberapa kementerian dan 
instansi terkait untuk mempersiapkan langkah teknis dan operasional 
serta langkah diplomasi. 
B.Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan 
permasalahan dalam skripsi ini adalah :   
1. Setelah adanya kesiapan Indonesia dari Sumber Daya Manusia 
dan Peralatan pendukung baik teknis maupun operasional 
diharapkan agar pemerintah segera melakukan diplomasi  dengan 
Singapura dan Malaysia serta International Civil Aviation 
Organization. Indonesia harus mengirimkan kekuatan diplomasinya 
secara maksimal sehingga target pengambilalihan Flight 
Information Region  dapat tercapai hingga Pertemuan Regional Air 
Navigation (RAN) Asia Pasifik Keenam pada tahun 2023 
2. Usaha untuk pengambilalihan pelayanan lalu lintas penerbangan di 
ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna  selama ini telah 
dilakukan sehingga dengan segala usaha tersebut Indonesia 
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mengambil alih seluruh kendali atas ruang udara Pengalihan FIR 
yang dikelola oleh Singapura diharapkan memberikan kontribusi 
terhadap pertahanan dan keamanan di ruang udara nasional serta 
akan membawa manfaat bagi  perekonomian negara 
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